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IKHTISAR

Tesis ini berjudul Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki
Yang Sekufu (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi). Penelitian ini bertujuan
untuk membahas tentang praktek pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai
dengan Hukum Islam yaitu dengan cara penolakan wali nikah terhadap lelaki yang
sekufu di kota Tebing Tinggi. Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam
disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu agad atau perjanjian untuk mengikatkan
diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara
kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk
mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang
dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah SWT. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari
riset dilapangan dan studi kepustakaan (observasi dan interview). Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis
deduktif kualitatif. Adapun kesimpulan pada penelitian ini bahwa pernikahan
yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi jika ditinjau dari tujuannya
tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari
tatacaranya, ada yang bertentangan dengan Syari’at islam. Sepintas dari definsi
uang mahar ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada
pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan.
Disamping mereka memberikan mahar, juga memberikan uang hantaran sebelum
menikah, dimana uang hantaran ini diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan
dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian untuk belanja, baik
untuk keperluan pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon
mempelai perempuan. Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh
masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat. Dalam prakteknya di lapangan,
permintaan ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang
laki-laki yang ingin meminang seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu
untuk memenuhi permintaan uang mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan
dibatalkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanitanya maka
akan semakin tinggi pula uang maharnya. Padahal kedua calon mempelai yang
akan melangsungkan pernikahan tidak mempermasalahkan tinggi atau rendahnya
uang mahar. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa secepatnya menikah
walau dengan uang mahar yang seadanya, calon mempelai wanita sudah rela.
Namun untuk menghindari olok-olokan dari masyarakat, wali atau orang tua dari
si mempelai wanita selalu memberikan nominal uang mahar yang dirasa cukup
tinggi dan memberatkan bagi calon mempelai pria. Saran dalam penelitian ini
adalah hendaknya para aparat pemerintahan yang membidangi bagian ibadah, baik
itu Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun MUI, dapat
memberikan sosialisasi pemahaman agama Yyang lebih intensive kepada
masyarakat Islam di Kota Tebing Tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam
melaksanakan ibadah khusunya dalam hal pernikahan dan kaum Muslimin lebih
mendalami pemahaman agamanya dengan belajar kepada para alim ulama, agar
tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT khususnya
ibadah pernikahan dan ibadah yang dilakukan tidak sia-sia dihadapan Nya.



ABSTRACT

This thesis entitled Law of Denial of Trustee Against The Equal Men
(Case Study in Tebing Tinggi Town). This study aims to discuss about the
practice of marriage that is not in accordance with Islamic law is by way of
rejection of the guardian of marriage against men sekufu in the town of Tebing
Tinggi. The marriage which in Islamic term is called "Nikah" is: to do an agad or
agreement to bind itself between a man and woman to justify the sexual
relationship between the two parties, on the basis of voluntary and keridhoan both
parties to realize a happiness of family life filled with a sense of affection and
tranquility in ways that are ridhoi by Allah SWT. This research is a qualitative
research. Researchers use data obtained from field research and literature studies
(observation and interview). Data analysis method used in this research is
descriptive method and deductive qualitative analysis. Conclusion in this research
that marriage done by society of Town of Tebing Tinggi if viewed from its
purpose there is nothing contrary to Islamic law. However, if viewed from the
order, there is a contradiction with Islamic Shari'ah. At a glance from the
definition of the dowry is a gift given by the man to the woman at the time before
the occurrence of the contract or the wedding. Besides they give dowries, also
give the money before the marriage, where the money is given by the male at the
request of the woman who is considered as money for the provision of shopping,
for the purposes of the wedding or for personal needs for prospective bride. This
habit has been happening for a long time and done by the community has even
been popularized. In practice on the ground, this request is regarded as an absolute
gift, even if a man wants to marry a girl he loves but is unable to fulfill the
dowry's request then the marriage will be canceled. The higher the education level
of the prospective bride will be the higher the money maharnya. Though the two
prospective bride who will hold the marriage does not question the high or low
money dowry. The most important thing for them is that they can get married
even with a modest amount of money, the prospective bride is willing. However,
to avoid the mockery of the community, the guardian or the parents of the bride
always give a nominal money that is considered high dowry and burdensome for
the prospective groom. The suggestion in this research is that the government
apparatus in charge of the part of worship, whether it is Ministry of Religious
Affairs, Office of Religious Affairs (KUA) or MUI, can provide socialization of
religious understanding more intensive to Islamic society in Kota Tebing Tinggi
in order to avoid mistake in performing worship especially in terms of marriage
and Muslims are deeper understanding of religion by studying to the scholars, in
order to avoid mistakes in worship to Allah SWT especially weddings and
worship services are not done in vain before him.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang
lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan
huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini
berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor:
0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf,
sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan

tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam

huruf latin.

No | Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

1. \ Alif Ala Tidak dilambangkan

2. - Ba" B/b Be

3. < Ta" T/t Te

4. & Sa" S/ Es (dengan titik di atas)

5. z Jim J/] Je

6. z Ha" H/h Ha (dengan titik di
bawah)

7. & Kha" Kh / kh Ka dan Ha

8. 3 Dal D/d De

9. 3 Zal Z/z Zet (dengan titik di atas)

10. B Ra" R/r Er

11. o Zai Zlz Zet

12. o Sin S/s Es

13. 8= Syin Sy /sy Es dan Ye

14. Ul Sad S/s Es (dengan titik di
bawah)

15. ua Dad D/d De (dengan titik di
bawah)

16. b Ta" T/t Te (dengan titik di
bawah)

17. L za" Zlz Zet (dengan titik di
bawah)

18. & ,,Ain , Koma terbalik




19. ¢ Gain Gl/g Ge
20. u Fa" F/f Ef
21. 3 Qaf Q Qiu
22. & Kaf K/k Ka
23. J Lam L/I El
24, N Mim M/m Em
25. U Niin N/n En
26. s Wau W /w We
27. ° Ha H/h Ha
28. . Hamzah «“ Opostrof
29. Ya" Yy Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_— Fathah A A
— Kasrah I I
5 Dammah U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
s _7 Fathah dan ya" Ai adani
s _7 Fathah dan wau Au adanu

Contoh

fa’ala : a;s
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kataba g yazhabu : QA.L
Zukira 8 kaifa  © CiK

Suila : d_‘j_‘

-
-

Haula : dys

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf tanda
sl 2 Fathah dan alif atau ya A/a a dan garis di atas
.(2_ Kasrah dan ya I/1 i dan garis di atas
Ve
w Dammah dan wau U/a u dan garis di atas
Contoh :
gala Ja gila : Jf@ yvagqiilu LBSS

4. Ta’ al-Marbitah

Transliterasi untuk ta’ al-marbutah ada dua:

a. Ta’ al-marbirah hidup
Ta’ al-marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammabh, tranliterasinya adalah /t/.

b. Ta'al-marbsaah mati
Ta’ al-marbiitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ al-marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ al-marbarah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Raudah al-azfal / raudatul agfal : JakY 4la )
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Al-Madinah al-Munawwarah / | 5 3alldiiaall

(Al-Madinatul-Munawwarah)
Talhah : aalh

5. Syaddah /Tasydid

Syaddah atau rasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda ‘asydid dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

Contoh:
Rabbana L*:L) Al-Birru :j;d\
Al-frajju : z= Nu'ima : #35

6. Kata Sandang.
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
“J”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
gamariah.
a. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah huruf lam /J/
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /J/ tetap berbunyi /I/.
Contoh:

Al-Qalamu : éld\ Al-Badi’u : &-’M‘ Al-Jalalu AROSEN

b. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah huruf lam /J/
ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan
huruf yang mengikuti kata sandang itu.
Contoh:

Ar-Rajulu : J}AJ\ As-Sayyidatu : ;M\
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7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif

Contoh :

Takhuzuna : u;hu An-Nau’ ;jﬁ\
® o Tw A4 o 2

Syai"un D8 Umitu @ <l

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), ism (kata benda) maupun
harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:
- Wa innallaha lahua Khair ar-razigin u:é,)‘,)j\ PN }éJ ] CJ‘}

- Wa innalldha lahua khairurrazigin-~— = O8O0 s }éJ ] CJU

- Fa aufii al-kaila wa al-mizana ; Q‘J;ez\j J;SS\);}G

- Fa aufiil-kaila wal-mizana : Q‘J;@z‘j JJSJ\)QJG

- Ibrahim al-Khalil - Jiad sy

- Ibrahimul-Khali - Jad sy

- Bismillahi majrehd wa mursaha o Geas L“"‘)M ““LM‘-’

- Walillahi ,,ala an-nasi hijju al-baiti ~ : i‘:‘d\ CA u-m‘ ujg A4 5

Manistasa’a ilaihi sabila ;S 4l) pUai g



- Walillahi ,, alan-nasi hijjul-baiti : “L‘:‘-‘M C‘A u»\-m Q“— A
- Man istasa’a ilaihi sabila : mﬁ-w ‘\-)5‘ &LL*-W O
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk
menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
Wa ma Muhammadun illa Rasiil
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazt unzila fihi al-Quran
Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Quran
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubin
Al-Hamdu /illahi Rabbil- ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:
Nasrun minalldahi wa fathun garib
Lillahi al-amru jami’an
Lillahil-amru jaman
Wallahu bikulli syai’in ‘alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.



KATA PENGANTAR

NN~ s v -

Tiada kata yang pali/ng indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata
pengantar ini selain ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala rahmat,
nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk hamba
ini yang tidak pernah putus-putus. Begitu shalawat serta salam kepada junjungan
kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga dan Sahabat
Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau

untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat tagwa.

Berkat taufik dan hidayah-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan
penulisan tesis yang berjudul “Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki
Yang Sekufu (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi)”. Syukur Alhamdulillah,
akhirnya tesis ini dapat disusun setelah berusaha untuk menghasilkan yang
terbaik, meski tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan
di dalamnya. Tentu hamba memohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan

sepanjang penyusunan karya ini.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN
Sumatera Utara-Medan. Besar harapan peneliti, semoga dikabulkan oleh-Nya,
karya kecil ini menjadi kebaikan bagi penulis baik di sunia ini hingga di akhirat

nanti, serta bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Berbagai hambatan dan kesulitan turut mewarnai penyelesaian tesis ini.
Tanpa ada bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin rasanya akan
terselesaikannya tesis ini. Baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu,
izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa

terkecuali. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
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Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU yaitu Bapak Dr. Zulham,
M.Hum, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar yang
layak selama 2 tahun bagi Penulis sehingga mampu memberikan yang
terbaik.

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Bapak Dr. M. Amar
Adly, MA dan Bapak Dr. Imam Yazid, MA. selaku sekretais Prodi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu peduli dan aktif memberi
semangat serta dukungan dalam penyelesaian kuiah serta penulisan tesis
ini, dan seluruh staf pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum. yang telah
memberikan kemudahan urusan administrasi.

Bapak Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA selaku pembimbing | dan
Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku pembimbing 1l
yang telah membimbing peneliti sejak mengajukan proposal hingga
menyelesaikan tesis ini dan telah memberi banyak arahan serta motivasi
luar biasa dan bantuan bersifat moril dalam proses studi peneliti di
Universitas ini.

. Ayahanda Drs. H. Ahmad Syahir dan Ibunda Dra. Hj. Nuraini Munthe,
S.H tercinta. Maafkan Ananda yang jarang berada di sisi Ibu dan Ayah,
semoga Ananda menjadi anak seperti harapan Ibu dan Ayah. Terima kasih
atas semangat, dorongan motivasi, dan untaian doa yang di berikan
sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 di
UIN SU. Terimakasih atas doa-doa yang tak pernah usai, air mata yang tak
pernah kering, kasih sayang yang tak pernah luntur untuk Ananda. Doa-
doa dari Ibu dan Ayah berubah menjadi kekuatan, keberanian dan cahaya
di saat Ananda butuhkan. Juga tentunya pengorbanan, kerja keras, kasih
sayang dan cinta ayah dan ibu yang diberikan kepada Penulis, tidak pernah
bisa Penulis ganti dengan apapun, semoga Allah senantiasa memberikan
kemuliaan, kesehatan, umur yang berkah, dan kebahagian kepada ayah dan

ibunda tersayang.
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6. Adik tersayang Muhd. Khumaidi ElI Anshari, SH, Ibu Latifah Hanum
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, setiap akan memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan
pinangan terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan, salah satunya untuk
mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan
keseimbangan atau kafa’ah dalam bahasa Arab. Tinjauan kafa’ah ini selalu
dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat langgeng
hingga akhir hayat. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai kafa’ah ini pada praktek
masyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan
berdasarkan Hukum Islam. Namun pada prakteknya dasar pedomannya adalah
petimbangan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat.*

Sejak zaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan
manusia. Oleh karena itu perkawinan, merupakan masalah yang selalu hangat
dibicarakan dikalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruhyang
sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya
maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari
perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak

diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual.

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam “Nikah” ialah melaukan
suatu agad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita
untuk menghalalakn hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar
suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan
hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-

cara yang diridhoi Allah.?

! Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung:Alumni 2002), h.45.
2 Abdul Rahman Ghazali, Figih Munakahat,(Jakarta:Kencana, 2008), h.37



Sedangkan arti perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang No.1
tahun 1947 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih
banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian
materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain
yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka
memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya

mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih
seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula
dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan
hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah karena penampilan fisik

wanita/pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih
seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula
dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan
hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah: karena penampilan fisik wanita/
pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan

keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.*

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek
rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek
agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah

tangga.® Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

4Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.
72

SAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Grup,
2009), hal. 48.



berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status
yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat
menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam
ilmu figih disebut dengan kafa’ah. Kafa’ah sendiri mempunyai arti kesamaan,
serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan

istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Jika di lihat dalam ajaran Islam, hal ini juga sudah diatur oleh Allah SWT

di dalam firmannya.
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“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga
dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS Al
Bagarah 221) ©

®Departemen Agana R, A Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Atlas, 2000), hal. 35
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“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah
untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita
yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh
mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia
(surga) ”.(QS An Nur 26) ’

Rasulullah SAW juga bersabda
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“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami
Yahya dari Ubaidullah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu
Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena
hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya.
Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Muslim) 8
Dari Hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam mencari pasangan yang
sekufu ada 4 indikator yang harus dipenuhi, namun prioritas utama adalah agama.
Arti minimalnya adalah sekufu (setara) agamanya antara calon pria dan calon
wanita. Segolongan fugaha ada yang memahami hadis tersebut bahwa faktor

agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.

"Ibid, hal. 352
8Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, juz VI, (Beirut: Dar al-
Jayl, tt), hal. 301.
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“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan
kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari
Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Pandai-pandailan memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah

wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka." (HR Ibnu Majah) °
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“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada
kami Abdullah bin Wahb dari Sa'id bin Abdullah AlJuhani dari Muhammad bin
Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Ayahnya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya: "Perhatikanlah tiga
perkara, janganlah engkau akhirkan shalat jika telah datang waktunya, jenazah
jika telah tiba untuk disalatkan dan (menikahi) wanita jika engkau telah merasa
cocok(sepadan).” Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya gharib hasan.” (HR
Tirmidzi)®

Kafa’ah bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih
menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah
tangga. Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan
sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada
kesekufuan atau tidak di antara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak,
keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak mengenal

perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan

®Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah, Juz V, (Beirut: Dar Al-Fikr,
tt), hal. 291

OMuhammad Ibn Isa Abu Isa At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, juz V, (Beirut: Dar IThya’
at-Turats al-‘araby, tt), hal. 289.



bertagwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran kafa’ah dalam perkawinan, dengan

alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara.*

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, Islam menganjurkan akan adanya kafa’ah atau
keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlag,
melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan
yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama

kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya.*

Dalam tata cara pelaksanaan perkawinan Masyarakat Kota Tebing Tinggi,
pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia,
yaitu yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut
kepada masa penjajakan. Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-
masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila
terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima
kehadiran si laki-laki untuk di jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula
sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketingkat tata cara pelaksanaan

perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan.

Akan tetapi, jika dalam proses peminangan terjadi ketidak cocokan atau
tidak direstuinya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam
alasan-alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan, maka dengan demikian
pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung
keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak
ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam,
maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan

kawin lari.

1Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, 2007), hal. 85.
125ydarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 75



Tingginya uang mahar yang diminta oleh orang tua calon mempelai wanita
juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kawin lari. Padahal nabi SAW sudah

menjelaskan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah maharnya.
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“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq berkata; Telah
menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Usamah bin Zaid dari Shafwan bin
Sulaim dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah

mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya." (HR Ahmad) *3
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“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi’
Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari
Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua
yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid
dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa
ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi
wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga
Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan
seekor kambing."(HR Muslim) **

Uang mahar ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki
kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan.

3Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal Cet, Il, (Beirut, Dar Al Thya’ At Tarasi
Al Arabi, 1414H/1993M), hal. 299
14Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, juz V1, hal. 381.



Di samping mereka memberikan mahar, juga memberikan uang hantaran sebelum
menikah, yang mana uang hantaran ini diberikan oleh pihak laki-laki atas
permintaan dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian untuk
belanja, baik untuk keperluan pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi
bagi calon mempelai perempuan.t®> Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan

oleh masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat.

Dalam prakteknya di lapangan, permintaan ini dianggap sebagai
pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang laki-laki yang ingin meminang
seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang
mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Seperti kasus yang
dialami oleh Andika Wahyudi yang ingin menikahi Maisharah gadis pujaanya.
Ketika mereka sepakat untuk menikah dan dari pihak pria (Andika) meminang
pihak wanita (Maisharah) dalam peminangan tersebut ia dimintai uang mahar
sebesar Rp. 50.000.000. Kemudian mengenai besar kecilnya uang mahar tersebut
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap pihak wanita yang
menetapkanya bahkan bisa jadi mereka yang berpendidikan tinggi penetapan uang

mahar tersebut juga bernilai tinggi.

Permasalahan-permasalahan semacam ini memberi kesan mempersulit
seseorang untuk berniat melakukan pernikahan terutama bagi mereka yang kurang
mampu. Sementara calon kedua mempelai saling mencintai, dan menginginkan
penikahan tersebut. Sehingga karena keluarga tidak menyetujui pernikahan
tersebut, maka calon kedua mempelai mengambil jalan pintas untuk melakukan
kawin lari. Sementara perkawinan yang sesuai adalah perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Perkawinan dan kepercayaan masing-

masing serta sistem adat yang dianut dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk
tesis yang berjudul: Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang
Sekufu (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi).

15Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, (Bandung:
Alumni, 2002), hal. 147.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep sekufu dalam Islam?

2. Bagaimana praktek penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu pada
masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi?

3. Bagaimana hukum penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sudah
sekufu pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang

menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep sekufu dalam Islam

2. Untuk mengetahui praktek penolakan wali nikah terhadap lelaki yang
sekufu pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi

3. Untuk mengetahui hukum penolakan wali nikah terhadap lelaki yang

sudah sekufu pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi.
D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis
keilmuan dalam hukum Islam khususnya pada bidang ilmu Al Ahwal Al
Syakhsiyyah.

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi tentang pemahaman
yang baik sesuai dengan hukum Islam, terutama bagi pasangan yang akan
melangsungkan pernikahan khususnya di Kota Tebing Tinggi.
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3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara.
E. Kerangka Pemikiran

Kafa’ah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang
dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon
istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat
dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa’ah adalah
keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu
akhlak dan ibadah.*® Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW

g g 58 Gl iy Dbl il Lellad 5 Ll 5 Ledlal Y 81501 538

"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya,
karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya,
niscaya kamu akan beruntung." (HR Muslim)*’

Semua pilihan yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW di atas adalah baik,
akan tetapi Rasulullah memberikan petunjuk agar kita memilih salah satu dari
empat tersebut yang benar-benar bisa dijadikan harapan kelak setelah menikah,
yaitu bisa dijadikan pendamping hidup yang bisa meraih keselamatan dirinya dan
keluarganya di dunia maupun di akhirat. adalah perempuan yang baik agamanya
(dzaatu al-diin) yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pilihan kita
dan diutamakan diantara empat kriteria dalam hadis. Kuat memegang agamanya
(dzaatu al-diin) yang dimaksud adalah perempuan yang selalu beriman dan
bertagwa kepada Allah SWT dimana saja dia berada dan kapan saja.

Oleh karena itu, dalam memilih calon istri dibutuhkan kafa’ah karena
pentingnya kafa’ah dalam nikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah. Apalagi dizaman sekarang menurut penulis, pergaulan remaja putra dan

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi), hal. 92
17 Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, juz IV, hal. 261



11

putri semakin bebas, banyak sekali anak-anak yang lahir dari kedua orang tua
tanpa ikatan perkawinan meskipun sebenarnya anak tidak berdosa, yang berdosa
adalah kedua orang tuanya yang akibat dari dosa kedua orang tuanya anaklah

yang akan menaggung beban ketika dia dewasa.

Beban yang dimaksud bukanlah beban dosa akan tetapi bebab mental
ketika seoarang anak berhadapan dengan masyarakat luas dan apalagi ketika dia
akan menikah dalam hukum Islam anak tersebut tidak mempunyai wali. Dan
zaman sekarang kafa’ah nikah harus sangat diutamakan untuk menghindari
adanya perceraian, karena tidak adanya kesepadanan antara suami istri dalam

rumah tangga bisa memicu adanya pertengkaran yang berujung pada perceraian.®
F. Landasan Teori

Pada penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori berupa teori sadd
dzari’ah yang dikemukakan kalangan fugaha untuk menjelaskan penegakan
hukum Islam. Penulis juga tidak dapat mengabaikan penggunaan teori hukum
Islam yang digunakan oleh kalangan ulama terdahulu maupun pemikir hukum
Islam modern. Diantara tokoh-tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah

memperkenalkan teori sadd dzari’ah adalah Imam Syatibi.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan sadd
dzari’ah sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara. Ulama
Malikiyyah dan ulama Hanabillah menyatakan bahwa sadd dzari’ah dapat

diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-

An’am: ayat 108.

an0 G LA F oS B ORr&OOMs P n
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18 Ahmad Fahri, Hukum Perkawinan Adat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 82
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“dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik
pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. "

Dalam ayat tersebut Allah Swt melarang memaki sesembahan kaum
musyrik, karena kaum musyrik itu akan memaki Allah dengan makian yang sama,
bahkan lebih. Dari ayat tersebut terdapat larangan bagi perbuatan yang dapat
menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan

itu boleh hukumnya.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama’ adalah bahwa setiap
perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan
tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan
memandang pada natijah-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

1. Natijah-nya baik. Segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah
baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

2. Natijah-nya buruk. Segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan
adalah juga buruk dan karenanya dilarang.

Banyak nash lain yang sesuai dengan maksud yang dikandung dalam ayat
tersebut, di antaranya hadis Nabi Saw yang melarang kepada orang yang
mempiutangkan hartanya dan menerima hadiah dari orang yang berhutang, untuk
menghindarkan terjerumus dalam praktek riba. Mengambil hadiah tersebut sebagai
ganti atas kelebihan. Dalam kasus lain, Nabi saw melarang memberi pembagian
harta warisan kepada anak yang membunuh bapaknya (HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan seperti ini penting, untuk mencegah terjadinya pembunuhan orang

19 Departemen Agana RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Atlas, 2000, hal 111
20 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid-2 (Jakarta: Kencana, 2008), 450
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tua oleh anak-anak dengan alasan agar segera memperoleh harta warisan. Dari
beberapa nash yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Islam melarang
suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun
perbuatan tersebut semulanya dibolehkan.

Sementara pada golongan Hanafiyyah dan Syafi’iyyah hanya menerima sadd
dzari’ah dalam masalah tertentu dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil
dalam masalah-masalah lain. Misalnya, Imam Syafi’i membolehkan seseorang
yang kena uzur, seperti sakit dan musafir meninggalkan sholat jum“at dan
menggantikannya dengan sholat dhuhur.

Akan tetapi orang tersebut harus melaksanakan sholat dhuhur secara diam-
diam dan sembunyi-sembunyi, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat
jum’at. Begitu pula dengan orang yang tidak puasa Ramadhan karena uzur agar
tidak makan dan minum ditempat umum untuk menghindarkan fitnah terhadap
orang tersebut pendapat-pendapat Imam Syafi’i ini dirumuskan atas dasar prinsip
sadd dzari’ah.?

Ulama’ Hanafiyyah juga menggunakan kaidah sadd dzari’ah dalam
berbagai kasus hukum. Misalnya, mereka mengatakan bahwa orang yang
melaksanakan puasa yaum al-syakk (akhir bulan sya’ban yang diragukan apakah
telah masuk bulan Ramadhan apa belum), sebaiknya dilakukan cara diam-
diam, apalagi kalau dia adalah seorang mufti, sehingga ia tidak dituduh melakukan
yaum al-syakk tersebut, sedangkan Rasulullah saw mengatakan: “Siapa yang puasa
pada yaum al-syakk, maka ia telah ingkar kepada Aba al-Qasim (Rasulullah saw)”.
(HR. Al-Bukhari).??

Ulama Hanafiyyah juga tidak menerima pengakuan (igrar) orang yang
dalam keadaan mardh al-maut (sakit atau keadaan yang membawa seseorang
kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat
pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Misalnya, orang
yang mardh al-maut itu mengaku beruntung kepada orang lain yang meliputi

seluruh atau sebagian hartanya. Dalam kasus ini, ulama’ Hanafiyyah menduga

2L Ahmad Firdaus, Ushul Figh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 120.
22 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 168.
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bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta
tersebut. Oleh sebab itu pengakuan ini menurut mereka tidak sah.

Hukum-hukum yang ditetapkan ulama’ Hanfiyyah diatas, menurut
Muhammad Baltaji, di dasarkan atas prinsip-prinsip sadd dzari’ah. Husain
Hamid Hasan (guru besar Ushul Figh di Fakultas Hukum Universitas Cairo,
Mesir), mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi’iyyah dapat
menerima kaidah sadd dzari’ah apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat
dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (ghilbah al-zhann)
akan terjadi.

Dalam memandang sadd dzari’ah ada dua sisi yang dikemukakan oleh

para ulama ushul figh yaitu:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesautu. Sebagai contoh, seorang laki-
laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan
suaminya, dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa kembali lagi dengan
suami pertama. Perbuatan seperti ini dilarang, karena motivasinya tidak
dibenarkan oleh syara.

2. Dari segi dampaknya (akibat), contohnya seorang muslim mencaci maki
sesembahan orang non muslim, sehingga orang musyrik tersebut akan
mencaci maki Allah Swt. Maka perbuatan semacam itu dilarang, karena
menimbulkan mafsadah.?

Perbedaan pendapat antara Syafiiyah dan Hanafiyyah di satu pihak dengan
Malikiyyah dan Hanabillah dipihak lain dalam berhujjah dengan sadd dzari’ah
yaitu dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanafiyyah,
dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang
bertransaksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut
dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah Swt. Menurut

mereka, selama tidak ada indikasi- indikasi yang menunjuk niat dari perilaku maka

23 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figh (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 137.
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berlaku kaidah, yang artinya: “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan
hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hambanya adalah
lafalnya.”

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah, yang menjadi ukuran
adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka
perbuatan tersebut dianggap sah. Akan tetapi bila tidak sesuai dengan tujuan
semestinya, tapi bila tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai
dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Namun ada perhitungan
antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah
Allah Swt saja.

Jika terdapat indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak
bertentangan dengan tujuan syara’ maka akadnya sah. Namun jika niatnya
bertentangan dengan syara’ maka perbuatannya dianggap fasid (rusak), tapi tidak

ada efek hukumnya.

Berbeda dengan golongan Zahiriyyah yang tidak mengakui kehujjahan sadd
dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal tersebut
sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja
dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.?*

Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori sadd
dzari’ah ini adalah skala prioritas, yakni memprioritaskan
proteksi mafsadat daripada mengambil maslahat, sebab mencegah mafsadat pada
hakikatnya bermakna mendahulukan maslahat yang lebih besar dan paling urgen
daripada maslahat yang lainnya. Berdasarkan teori ini, maka hukum penolakan
wali nikah terhadap lelaki yang sekufu hendaknya di aplikasikan sesuai dengan
prinsip-prinsip kafa’ah, asas dan tujuan hukum syara’, meskipun ada realita adat
yang berkembang didalamnya, namun tidak bertentangan dengan asas syar’i,
terlebih Kota Tebing Tinggi adalah daerah mayoritas Islam. Hal ini sejalan

dengan kaidah Dar 'u al-mafasid mugaddam ala jalb al-mashalih.

24 1bid, 139.
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A laall s e 238 anlaad 25
“Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan ”.
G. Kajian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang ada, penulis menemukan sejumlah karya

ilmiah yang membahas masalah kafa’ah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Abdur Rauf: Eksklusifitas Konsep Sekufu Dalam Perkawinan
Masyarakat Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Dalam tesis ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami
konsep sekufu dalam masyarakat Kota Solok dan bagaimana tinjauan hukum
Islam menyikapi konsep  sekufu. Dan di lakukan dengan menggunakan
pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif, dengan metode
pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di
kumpulkan melalui metode observasi dan wawancara dengan di olah melalui
empat tahapan dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui tinjauan analisis berdasarkan ‘urf.
Bahwa perkawinan kafa’ah yang di dasarkan sukuisme telah melanggar hukum
Islam. Karena penetuan kafa’ah yang terjadi adalah demi kemaslahatan warganya.
Sedangkan dalam tinjauan konsep kafa“ah sesuai hukum figh adalah hal-hal yang
tidak sesuai. Dalam figih, agama adalah syarat wajib sedangkan dalam pandangan
masyarakat Kota Solok, ukuran yang diwajibkan dalam masyarakat ini adalah

kesamaan suku.

2. Yazid Ja'far: Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Keturunan Cina Muslim

(Studi kasus di Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan).

Dalam skripsi ini, konsep kafa’ah menurut masyarakat cina muslim adalah
pernikahan sesama cina muslim dengan berlandaskan kepada kekeluargaan.
Konsep tersebut merupakan pengaruh dari ajaran konfusius, chu-tzhu serta tradisi
pada masa budha yang menitikberatkan kepada keluarga. Dalam penelitian ini,
peneliti menitik beratkan pada tradisi dan penerapan tradisis tersebut yaitu dengan
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menggunakan metode pengumpulan data penelitian berupa observasi, interview.
Dan menggunakan analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.
Dengan hasil penelitian, bahwa tradisi tersebut tetap di lestariakan oleh cina

muslim serta di terapkan berdasarkan hukum kekeluargaan.

3. Khalid Rijaluddin: Relevansi Konsep Kafa’ah Dalam Figih Dengan UU
No. 1 Tahun 1974

Di dalam tesis ini peneliti menggunakan penelitian normatif, dengan jenis
penelitian studi kepustakaan. Dengan hasil penelitian semua ulama“ madzhab
sepakat bahwa agama merupakan hal yang paling penting di antara unsur-
unsur lainnya, untuk di jadikan pilihan utama bagi yang ingin melangsungkan
perknikahan. Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak di perinci tentang kafa™ah,
akan tetapi secra eksplisit di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan
bahwa” perkawinan adalan sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tidak seperti dalam figih yang telah
menjelaskan kafa“ah secara terperinci. Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa
betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah atau tidaknya
suatu perkawinan. Juga adanya hubungan saling melengkapi antara undang-
undang perkawinan nasional dengan hukum perkawinan menurut agama dan

kepercayanya.

4. Abdulllah Arif: Kafa’ah Sebagai Indikator Terbentuknya Keluarga
Sakinah

Di dalam skripsi ini, Penulis berusaha untuk mengetahui faktor-faktor
yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah mengetahui kondisi rumah
tangga yang di bangun atas dasar perkawinan sekufu dan tidak sekufu baik dari
segi pendidikan, ekonomi, agama serta bagaimana pendapat tokoh masyarakat

Dengan analisis data yang di lakukan dengan menggunakan teknik analisa

prosentase dengan rumus P= ¥ X 100%. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa faktor yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah

adalah saling pengertian, saling sabar, saling keterbukaan, kasih sayang,
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komunikasi yang lancar dan saling bekerjasama. Kemudian mayoritas bangunan
rumah tangga atas dasar perkawinan sekufu dari segi pendidikan, ekonomi dan
agama adalah kondisi rumah tangganya bahagia dengan indikasi sedikit sekali
terjadi kemelut dalam rumah tangga. Sedangkan perkawinan tidak sekufu yang
dilakukan oleh suami-istri rata-rata kondisi rumah tangganya banyak terjadi
percekcokan yang kian hari kian memuncak hingga sampai suami kembali ke
orang tuanya. Sementara pendapat tokoh agama tentang ukuran kafa’ah yang
menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah adalah dari segi keta’atan
beragama dan akhlaknya. adapun pendidikan dan ekonomi hanya sebatas sebagai
factor penunjang kebahagiaan rumah tangga

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penulis
menganggap bahwa topik ini belum mendapat perhatian penelitian secara spesifik.
Sementara permasalahan ini menurut penulis sangat penting untuk dikupas tuntas
demi terlaksananya pernikahan tanpa adanya hambatan dari wali nikah dengan
alasan mahar yang terlalu tinggi pada masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai
berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Menentukan jenis penelitian ini sebelum terjun ke lapangan adalah sangat
penting sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai
dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus
didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan

riset.?®

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) karena data yang dibutuhkan peneliti ada di sebuah masyarakat yaitu

BLexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002),
hal.135
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Kota Tebing Tinggi. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data

dari para informan.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan
pendekatan alamiah atau setting alamiah (paradigma interpretif). Yaitu penelitian
yang mampu menggambarkan secara alami tentang kontruksi sosial masyarakat
yang bersifat naturalistik, di antaranya dari sudut kondisi masyarakat secara
ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan
lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga peneliti mampu
menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang

ada.?®
2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,?” yang menjadi populasi
penelitian ini adalah masyarakat Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sampel adalah
sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti.?® Sedangkan dalam penelitian ini
yang menjadi sampelnya adalah masyarakat Islam Kota Tebing Tinggi yang
terdiri dari lima kecamatan, yakni Kec. Padang Hulu, Kec. Padang Hilir, Kec.
Rambutan, Kec. Tebing Tinggi Kota dan Kec. Bajenis dengan pengambilan
sampel melalui teknik random sampling.

3. Sumber Data
a) Sumber data primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan
kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat
setempat, calon pengantin yang sekufu dan wali nikah yang melakukan
penolakan pernikahan.
b) Sumber data sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian
perpustakaan (Library research), yaitu dengan cara mengumpulkan

data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum

%Amiruddin, dan H. Zainal, Pengantar Metodolgi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), hal. 117.

Z’'Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta, PT
Rineka Cipta, 1992), hal.102

21bid, hal.104
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penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sekufu dan
permasalahannya.

c) Sumber tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan
terhadap data primer dan sekunder. Di antaranya, data monografi kota
dan kecamatan, data statistic kota dan kecamatan, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:?

a) Library research, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan
pembahasan.

b) Interview/ wawancara, yaitu melakukan serangkaian dialog, tanya
jawab dengan respondens serta meneliti komentar-komentar yang
didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin
dengan menggunakan metode snowball sampling (wawancara
bergulir).

c) Mencari dan menemukan orang-orang yang berkaitan dengan
pokok permasalahan.

d) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data
kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif yang terdiri dari

beberapa metode, yaitu:*

Burhan Bingin, Metode Penelitian Kualitatif,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008),
hal.81.
%Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 79.
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a) Metode Induktif, mengambil data yang ada hubungannya dengan
pembahasan ini, dan dari data tersebut ditarik kesimpulan yang khusus
kepada kesimpulan yang bersifat umum.

b) Metode Deduktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum atau
kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang

bersifat khusus.
l. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami, maka

penulis membuat penulisan tesis ini secara sistematis, praktis dan fleksibel.

BAB | Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini
meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, kajian terdahulu, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 11 Membahas kajian umum tentang sekufu, yang di dalamnya berisi
tentang uraian kafa’ah dalam konsep hukum islam, dasar hukum kafa’ahkafa’ah
menurut para imam mazhab, hak atas kafa’ah, waktu berlakunya kafa’ah serta

tujuan dan pentingnya kafa’ah dalam perkawinan.

BAB Il Membahas tentang lokasi penelitian yang mencakup tentang
keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan penduduk, sosial, ekonomi,
agama dan adat istiadat setempat serta membahas permasalahan wali nikah di

Kota Tebing Tinggi dan kaitannya dengan konsep kafa’ah.

BAB IV Membahas tentang hasil penelitian, yakni tinjauan magashid
syari’ah tentang konsep kafa’ah dan penolakan wali nikah terhadap lelaki yang
sekufu, kafa’ah ditinjau dari perspektif filosofis dan sosiologis serta ditutup

dengan analisis penulis.

BAB V Merupakan akhir dari pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.



BAB I1
KAJIAN UMUM TENTANG SEKUFU DALAM PERNIKAHAN

A. Kafa’ah Dalam Konsep Hukum Islam

Kafa’ah dalam istilah Figh yakni sejodoh. Kafa’ah atau kufu’ berarti
sepadan, sama, serupa, seimbang, dan serasi. Yaitu kesepadanan diantara calon
suami dan calon istri, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan untuk
melangsungkan pernikahan tersebut. Kafa’ah dapat diartikan bahwa calon istri
harus sepadan atau seimbang dengan calon suami, yakni calon istri memiliki sifat
yang dapat diperhitungkan dan sifat itu juga harus ada pada calon suami yang

menikahinya.®

Kafa’ah dalam pernikahan adalah pria dan wanita setara dan sederajat
tingkatan sosial, akhlak dan harta. Dapat juga diartikan kesepadanan yang wajib
dimiliki oleh calon suami dan istri untuk menghindari permasalahan-
permasalahan yang akan timbul. Kafa’ah juga dibicarakan oleh para ulama figh
karena menjadi permasalahan ketika membahas tentang jodoh. Jika adanya
kesepadanan antara calon suami dan calon istri maka tidak perlu diragukan lagi,
karena kesepadanan atau kesetaraan merupakan faktor untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan akan menjamin dari kegagalan

berumah tangga setelah menikah.

Pernikahan yang kafa’ah merupakan usaha untuk mewujudkan kehidupan
keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta mampu menjaga ketentraman
dalam perkawinan, karena istri menjadi kunci utama sebagai penyejuk bagi suam,
tempat bercocok tanam bagi suami, pengurus rumah tangga, tempat berbagi rasa
dan menjadi ibu dari anak-anak suaminya, serta menjadi madrasatul ula bagi

anaknya dengan mengajarkan berbagai nilai dan sifat-sifat dalam mengenal

SIAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media,
2007), hal.140

$2Muhammad Husni, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT: Baru Van Hoeve, 2003),
hal.845
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agamanya.®* Oleh sebab itu, Islam memerintahkan supaya ketika memilih calon
istri yang sholeha baik akhlaknya dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya.

Sedang dari segi bahasa kafa’ah berasal dari bahasa Arab yakni: — WS
5.\ gtau  4S - = 68S — 5 S artinya: sama, semacam, sepadan.®* Jadi kafa’ah atau
sekufu itu artinya sepadan, sejodoh, seimbang sederajat. Dalam kamus Al-

munawwir kata kafa’ah disebutkan S5 — &€ grtinya: yang sama.®

Disebutkan juga dalam Kamus Kontemporer Arab- Indonesia karangan
Ahmad Zuhdi Muhdor 3:4&S - (S — ¢S grtinya: sama, persamaan dan
kesepadanan. Kafa’ah yang berasal dari bahasa Arab dari kata &)y - <))
berarti sama atau setara, kata ini kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan
terdapat dalam Al-Qur’an dalam arti “sama”. Contoh dalam Al-Qur’an surat al-
ikhlash Ayat 4: EORIOOMI®A> A>EORMIA LILAE60L2+ w0 e
“tidak satupun yang sama dengan-Nya”.3¢

Kata kafa’ah atau kufu dalam pernikahan berarti wanita harus sepadan
atau seimbang dengan pria. Maksudnya ialah salah satu sifat yang dimiliki oleh
wanita tersebut harus dimiliki oleh pria yang menikahinya tersebut.

Kafa’ah menurut istilah hukum Islam yaitu mewajibkan untuk calon suami
seorang muslimah harus sepadan, setara atau lebih menonjol dibanding calon istri,
walaupun wanita diperbolehkan menentukan pasangannya dalam pernikahan. Ini
bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada

dibawahnya.

Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa pengertian kafa’ah ialah
kesepadanan di antara calon suami dengan calon istrinya setidak-tidaknya dalam
tiga perkara yaitu:

BIbnu Mas’ud, Figh Mazhab Syafi’i, Buku II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal. 154

3*Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah
Penafsiran Al-Qur’an, 2003 ), hal. 378-379

BAl-Munawwir, Kamus Arab indonesia (Jakarta, Pustaka Progresif, 2002) hal. 1221

%Ahmad Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia, Cet Il ( Yogyakarta:
Yayasan Ali Maksum, 1996 ), hal.151
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1. Agama (sama-sama Islam),
2. Harta (sama-sama berharta)

3. Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka)®’

Pengertian kafa’ah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan
yang mengartikan kafa’ah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon sumi
dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam
menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.® Di saat laki-laki hendak
dipinang seorang gadis, maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status

sosial dan hartanya.

Kafa’ah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang
dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon
istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat
dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa’ah adalah
keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu
akhlak dan ibadah.

Kafa’ah (persamaan atau derajat) itu adalah hak perempuan dan walinya.
Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak
sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian pula para walinya. Maka si
perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali.
Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh
dilaksanakan.*® Penentuan kafa’ah itu merupakan hak perempuan yang akan
kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak
se-kufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada

walinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang

kafa’ah dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal pasal 61: Tidak

$"Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta, Ul PRESS, 1998), hal. 159

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.( Jakarta: Prenada Media,
2003), h. 33

3Abd Rahman Ghazaliy, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 140
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sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak se-

kufu karena perbedaan Agama atau ikhtilaful dien.*

Oleh karena itu, hendaklah pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu
menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaiknya
persetujuan tentang sekufu itu oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat,
sehingga dapat dijadikan alat bukti, seandainya ada para pihak yang akan yang

menggugat nanti.

Adapun sifat dan kriteria dalam memilih istri ada empat: kecantikan,
kekayaan, dari keturunan yang mulia dan beragama. Sebagaimana hadits yang
diriwayatkan Ibnu Qutaibah bahwa jika tidak dinikahkan akan terjadi kerusakan

dimuka bumi:

Ah A O3l A Gl 13 Al e A (L B0 OS5 06 U6 550
G e 305 ) o 208 06 1SR ) 655538

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami
Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari
Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Jika
seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian
ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan
anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di

muka bumi dan kerusakan yang besar."(HR. Tirmidzi)*

Semua pilihan yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW di atas adalah
baik, akan tetapi Rasulullah memberikan petunjuk agar kita memilih salah satu
dari empat tersebut yang benar-benar bisa dijadikan harapan kelak setelah

menikah, yaitu bisa dijadikan pendamping hidup yang bisa meraih keselamatan

“Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam,
1992), hal. 112

41Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmidzi juz I, (Beirut: Dar al-Fikir,
t.t.), hal. 321
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dirinya dan keluarganya di dunia maupun di akhirat. Perempuan yang baik
agamanya (dzaatu al-diin) adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk
menjadi pilihan kita dan diutamakan diantara empat kriteria dalam hadits. Kuat
memegang agamanya (dzaatu al-diin) yang dimaksud adalah perempuan yang
selalu beriman dan bertagwa kepada Allah dimana saja dia berada dan kapan

saja.*?

Oleh karena itu, dalam memilih calon istri dibutuhkan kafa’ah karena
pentingnya kafa’ah dalam nikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang
sakinah. Apalagi dijaman sekarang menurut penulis, pergaulan remaja putra dan
putri semakin bebas, banyak sekali anak-anak yang lahir dari kedua orang tua
tanpa ikatan perkawinan meskipun sebenarnya anak tidak berdosa dan yang
berdosa adalah kedua orang tuanya yang akibat dari dosa kedua orang tuanya
anaklah yang akan menaggung beban ketika dia dewasa.** Beban yang dimaksud
bukanlah beban dosa akan tetapi bebab mental ketika seoarang anak berhadapan
dengan masyarakat luas dan apalagi ketika dia akan menikah dalam hukum Islam

anak tersebut tidak mempunyai wali.

Untuk zaman sekarang kafa’ah nikah harus sangat diutamakan untuk
menghindari adanya perceraian, karena tidak adanya kesepadanan antara suami
istri dalam rumah tangga bisa memicu adanya pertengkaran yang berujung pada
perceraian. Meskipun kafa’ah dalam nikah bukanlah salah satu syarat sah nikah,
kafa’ah sebagai keutamaan, dan tetap sah pernikahan seseorang yang tidak sekufu.
Kafa’ah itu diperlukan akan tetapi tidak dianggap sebagai syarat, karena pengantin
wanita dan walinya mempunyai hak dan bagi siapa saja yang tidak menyetujuinya

boleh membatalkan.*

Persoalan kafa’ah dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka
membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial. Terdapat

perbedaan pendapat ulama tentang apakah kafa’ah merupakan salah satu syarat

42Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, h. 143
“3Abd Rahman Ghazaliy, Figih Munakahat h. 99
“1bnu Qudamah, Al-Mughni, (Cairo: Mathba’ah al-Qohirah, 1969), hal.33



27

dalam perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa’ah amat penting untuk
kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun ia bukan syarat
sahnya suatu perkawinan. Jumhur ulama mengatakan bahwa keharmonisan dan
kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan. Islam
sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seseorang yang tidak
seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut
jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan rumah tangga amatlah logis
fakta kafa’ah diperhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan hanya
berdampak kepada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan
persemandaan antara kedua keluarga.*

Kalangan ulama madzhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat tentang
status kafa’ah dalam perkawinan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kafa’ah
bukanlah salah satu syarat perkawinan. Namun sebagian lainnya, khususnya
ulama madzhab Hanafi mutakhir, mengatakan bahwa kafa’ah merupakan salah
satu syarat sah perkawinan dalam hal-hal berikut:

1. Apabila seorang wanita baligh berakal menikahkan dirinya sendiri
dengan seseorang yang tidak sekufu (sebanding) dengannya dalam
suatu perkawinan itu terdapat unsur penipuan yang besar, maka dalam
hal seperti ini wali dari kelompok asabah, seperti ayah dan kakek,
berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum
berlangsungnya akad.

2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak
kecil atau orang gila, dinikahkan walinya selain ayah atau kakek dengan
seseorang yang tidak sekufu, maka perkawinan itu fasid atau rusak,
karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak tersebut.
Menikahkan wanita itu dengan orang yang tidak sekufu dipandang tidak
mengandung kemaslahatan sama sekali.

3. Apabila ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk

menikahkan anak wanita yang belum dewasa dengan seseorang yang

4Muhammad Husni, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 145
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tidak sekufu, misalnya orang gila atau fasik, maka ulama sepakat
menyatakan bahwa pernikahan ini batal.

B. Dasar Hukum Kafa’ah
1. Al-Quran

(QS. an-Nur: 3)

RO CXIQNEC 4O oo O RN* OO Wwa I
COXIANRO§ XRE 74m |m |08 COe 0, 7 HRw

Lo DV ErQECEQ oo DOGON. X0 W o0
g AIRNO L IR » 000 ¥8) e N RO
7] BTN A&, @0+ 0 P3N ey 1NOX Jm

OV CR AR COMWBa
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian

itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ‘.*

Maksud ayat ini adalah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang

berzina, demikian pula sebaliknya.

(QS. An-Nur: 26)

*xV Q0 PORNEAOoEHY @ SE T POREOE a3
>MADORNEEQ o S 60
ry 0.6 0+ ORSFO=HY w

¢V NIB 20 ADHN W@ 26 OB R0 ADWwa €0
N VOB WOADHY 1w 4UEEHTHOAD W -0
o 000 Y MOV ORWRE HNEE &% OevwiOND
<O AN L2V B 4507w0O->060

HSHOHB B <Ny 00

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita- wanita yang baik adalah

untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik

4Departemen Agana RI, A/ Qur’an dan Terjemahnya, hal 350
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(pula). Mereka (yang dituduh) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka

(vang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)”.*’

(QS: Al-Bagarah: 221)

N OO RNOL I ECON @ BIDECGECre co @
Oe8r2e0 gl OTN & RO % %R0
@OXKCROGHOY T HE <OJORNR NOOGY L@
2L gn AL7Ew JOZRIXgROLY A weO
vV @ RNO L HECOM @a S BXOEC QECD =
ord=lnk Y Ju) B-ORCYERO T *BOHO
EIRNOEIOY XY <OJ70R% KIINLUr+0OY
A& & % OevwaOAALD AL7E6ZRAIX RO JQvwe0
B B0 O0Cwa 3 7] [=inle) ¢URKR OG0

ouEROY 2XMARR{O60 + S 00
P O8N ANCHONMwa €0 0. O00%A X M@ e S
I INZ J=INEX Jn B DN, 0N T MO RNH R
ALk HRD e YO OsHY @ D00 IR @A

$ORBAGDNXIOGI40

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik.
Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang
musyrik dengan wanita-wanita mu “min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan
ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-

perintahNya) kepada mereka supaya mereka mengambil pelajaran’.*®

2. Hadis

(HR Muslim)

#7Ibid, hal. 352
“8Ibid, hal. 35



30

0 o 8l (8 a5 R AR OB it (e 00 A S A
e 5 gl 5 Ll a5y 8150 88 008 gl aile @01 i (00 e e 1 o)

a3 &5 i ol il Skl Ll
“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami
Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu
Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena

hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya.

Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*

(HR Ibnu Majah)

LAST 5 s&Y) 1LACH (el 1575380 als adle DU e A0 sk 6 <l e
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan
kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari
Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah
wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka."*

(HR Tirmidzi)

S OB G L ena g 13 a5 Cagiaa 1) 6 50R01 5 &l 1) Sl b oA Y ESB Lle

Gy pe Cuad 1B e

“Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, hal.257
0lbn Majah, Sunan lbn Majah, (Beirut, Dar Al Fikr, 1999), hal. 209
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“ telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada
kami Abdullah bin Wahb dari Sa'id bin Abdullah AlJuhani dari Muhammad bin
Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Ayahnya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya: "Perhatikanlah tiga
perkara, janganlah engkau akhirkan shalat jika telah datang waktunya, jenazah
jika telah tiba untuk di shalatkan dan (menikahi) wanita jika engkau telah merasa

cocok(sepadan)." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya gharib hasan."*

C. Kafa’ah Menurut Para Imam Mazhab

Diantara tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memuliakan anak-
anak, sehingga dengan demikian sepatutnya suami dan istri adalah orang yang
baik. Islam tidak membuat aturan tentang kafa’ah tetapi manusialah yang
menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa’ah.
Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan dengan
seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar
intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini
para fugaha berbeda pendapat (Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam
Hambali) mengenai kafa’ah.

1. Menurut Mazhab Maliki
L oasdl& |z 330 b Gall sl G Al Rl e ARDET | gl | s
cdlly ) a Al ) Ol e s Gl 50 Y aall e lng ) sl sl
355135, g 408 A5 LALLANS (001 £ 555 138 ahnie s g8 4808115
L oaa e V58 ¢ s sAll sl Nl Jay | Al Alaela i 1A )5 JU5 51 slaali

1Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmidzi juz Il, hal. 344
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e ATY 36 35 G 5, 1 3% Gl SO OIS &) ;e (il aglais

524)_}

“Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesepadanan dalam pernikahan
tergambarkan dalam dua hal. Pertama: tingkat pengamalan terhadap ajaran
agama, yaitu sebagai muslim yang tidak fasik. Kedua: terbebas dari cacat-cacat
yang menyebabkan pihak wanita berhak untuk menentukan pilihan terhadap
suami. Seperti kusta, gila dan lepra. Yang kedua adalah hak wanita bukan wali.
Adapun kesepadanan terkait harta, status merdeka, nasab dan pekerjaan, ini
semua merupakan acuan menurut mereka. Jika orang dari kalangan bawah
seperti Almaslamani menikahi wanita terhormat, maka pernikahannya sah. Jika
tukang keledai atau tukang sampah, menikahi wanita terhormat atau wanita yang
memiliki kedudukan terpandang, maka pernikahannya sah. Namun apakah budak
sepadan dengan wanita merdeka? Terdapat dua pendapat yang sama-sama
memiliki landasan dalam hal ini. Sebagian dari mereka menjelaskan dengan
mengatakan: jika budak itu berkulit putih maka dia sepadan. Jika dia berkulit
hitam, maka dia tidak sepadan, karena budak berkulit hitam dapat menimbulkan

rasa malu”.

Ulama Malikiyah mengakui adanya kafa’ah, tetapi menurut mereka
kafa’ah hanya dipandang dari sifat istigamah (agama) dan budi pekertinya saja.
Kafa’ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaannya.
Yang dimaksud Imam Malik adalah persamaan antara suami dengan istri dalam
kedua perkara, yaitu ketagwaan seperti seorang muslim yang tidak fasiq dan
selamat dari cacat yang membolehkan seorang perempuan untuk melakukan

khiyar terhadap suami.

Pendapat Imam Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer
sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata,

sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama baik miskin, kaya, berpangkat,

2Abdurrahman  Al-Jaziry, Al-Fighu ‘ala al Madzahib aldrba’ah, (Kairo: Maktabah
AlShafa Maidan Al-Azhar, 2003), hal. 362
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rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang
membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena
tagwanya.>® Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku- suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. ( OS. Al-
Hujurat : 13*

Ulama Malikiyah sepakat memasukkan agama dalam kafa’ah.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
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“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila

datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi

agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan,
maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi.” (HR At-Tirmidzi)®

Dalam hadis ini, khitabnya ditujukan kepada para wali agar mereka

mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki

3 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2000), hal.350
>4Departemen Agana RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, hal. 517
55Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Sunan at-Tirmidzi juz Il, hal. 321
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peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau
mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki
yang tinggi keturunannya, kedudukannya, punya kebesaran dan harta, berarti akan

mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.

Perempuan yang sholehah dan bapaknya fasik, lalu ia menikah dengan
laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah
(membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu.
Demikian menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang dimaksud fasik
lalah orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan. Atau orang
yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya

kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.

2. Menurut Mazhab Hanafi
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“Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kesepadanan adalah persamaan
laki-laki dengan perempuan terkait hal-hal khusus, yaitu, nasab, Islam,
pekerjaan, status merdeka (bukan budak), pengamalan ajaran agama, dan harta
(kekayaan) .

Kafa’ah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan

dalam lima kriteria, yaitu:

a. Nasab. Nasab dibagi menjadi dua, golongan Arab dan Ajam,
sementara Arab terbagi kembali dalam dua golongan vyaitu:
Quraisy dan non Quraisy. Seperti laki-laki Quraisy sekufu dengan

perempuan Qurasiy walupun berbeda kabilah. Sementara

SAbdurrahman Al-Jaziry, Al-Fighu ‘ala Madzahibul Arba’ah, hal.364
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perempuan Arab non-Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab dari
kabilah manapun dan laki-laki Ajam tidak sekufu bagi perempuan
Quraisy.*

b. Islam. Orang Quraisy sekufu dengan sesamanya, agama tidak
menjadi masalah bagi orang Quraisy, seperti: orang tua seorang
lelaki muslim tidak beragama Islam, sedangkan orang tua
perempuan muslimah beragama Islam masih dikategorikan sekufu.

c. Merdeka. Tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena
orang arab tidak boleh diperbudak. Sedangkan bagi orang ajam,
nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja.
Lelaki yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu
dengan perempuan merdeka.

d. Pekerjaan. Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan
keluarga perempuan dan ukuran kesepadananya adalah adat dan
tradisi yang berlaku di masyarakat.

e. Harta. Laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang

kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
3. Menurut Mazhab Hambali
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SHasyim Assegaf, Studi Historis Kafa’ah Syarifah, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2000), hal. 217
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“Hanbali mengatakan kesepadanan adalah persamaan antara calon
kedua mempelai terkait lima hal. Pertama: pengamalan ajaran agama. Dengan
demikian laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalihah yang
memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang
fasik yang durhaka tersebut tidak diterima periwayatan dan kesaksiannya. Itu
disebabkan oleh kekurangan pada kemanusiaannya. Kedua: orang yag berprofesi
rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. Dengan
demikian, laki-laki tukang bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak
perempuan pengusaha dan pedagang yang memperdagangkan pakaian dan kain.
Ketiga: kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang diberikannya
kepada istri. Maka oranng yag mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan
dengan wanita yang memiliki kecukupan dari segi ekonomi. Ketentuannya adalah
bahwa keadaan istri tidak berubah saat bersamanya dibandingkan dengan
kondisi sebelumnya saat masih berada dirumah bapaknya. Keempat: status
merdeka. Maka budak dan statusnya masih menggantung tidak sepadan dengan
wanita merdeka. Kelima: nasab. Orang selain dari arab tidak sepadan dengan
wanita arab. Jika wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan
tanpa ridhanya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan
fasik”.

Menurut Mazhab Hambali kafa’ah yaitu persamaan dalam lima perkara

yakni.

a. Keagamaan. Laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan suci
dan saleh

b. Pekerjaan Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap
rendah, dan hina tidak kufu dengan perempuan yang memiliki

pekerjaan yang mulia.

8Abdurrahman Al-Jaziry, Al-Fighu ‘ala Madzahibul Arba’ah, hal. 367
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c. Harta. Laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang
kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.

d. Kemerdekaan. Dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak
laki-laki dan perempuan, Karena laki-laki budak dianggap tidak
sekufu dengan perempuan merdeka.

e. Nasab. Laki-laki Ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab.

4. Menurut Mazhab Syafi’i
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“Imam Syafi’i berkata: saya tidak mengetahui bagi para panguasa suatu
perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya
menikahkan wanita itu dengan lelaki yang sekufu. Apabila berkumpul beberapa
penguasa yang sah secara syar’i, maka siapa saja diantara mereka sah untuk
menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun. Siapa saja penguasa itu, baik yang
tua maupun yang muda, atau yang lebih utama maupun yang lebih rendah tingkat
kautamaannya, apabila pantas menjadi wali, maka diperbolehkan menikahkan
seorang wanita dengan laki-laki sekufu atas izin si wanita. Namun bila penguasa
itu menikahkan dengan laki-laki tidak sekufu atas izin si wanita, maka
pernikahannya tidak dapat disahkan, kecuali bila semua penguasa yang ada

menyetujuinya”.

Demikian pula apabila penguasa-penguasa yang ada sepakat meenikahkan
seorang wanita dengan seorang laki-laki tidak sekufu namun tidak disetujui oleh

Imam Syafi’i Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al Umm, (Beirut: Dar Al Fikrr, 2009),
hal. 16
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salah satu dari mereka, maka pernikahan ini tertolak dalam segala keadaan hingga
para penguasa itu sepakat untuk menikahkannya sebelum pernikahan itu sendiri

berlangsung.

Apabila wali yang lebih dekat kepada seorang wanita menikahkannya
dengan seorang laki-laki tidak sekufu atas restu wanita itu sendiri, maka para wali
lainnya tidak berhak untuk menolak pernikahan ini, karena mereka tidak memiliki
hak perwalian selama wali tadi masih ada, dan menikahkan dengan yang tidak
sekufu bukan perkara haram tapi sekedar merugikan wanita yang dinikahkan.®
Adapun para penguasa, bila wanita telah ridha bersama walinya dengan
kekurangan yang ada, maka para penguasa tidak berhak menolak pernikahan
tersebut.

Ulama-ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai sifat-sifat kafa’ah.
Ada yang menyatakan empat, lima, enam dan tujuh dari sifat-sifat kafa’ah, hal ini
sesuai dengan pendapat masing-masing dari ulama-ulama Syafi’iyah. Adapun
sifat-sifat kafa’ah dalam madzhab Syafi’i secara keseluruhan antara lain, sebagai
berikut:

a. Agama (Ad-Din)

Agama merupakan sifat dari kafa’ah sebab dengan agama, orang itu bisa
dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah SWT tidak ada yang
berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya.
Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum

agama.®

Dalam Hadis Nabi saw disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam
pernikahan agar mendapatkan keuntungan yang tidak terhingga. Bunyi hadis

tersebut yaitu:

®Tmam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2013), hal.441

6IM. Bagir Al-Habsy, Figh Praktis Menurut Al-Quran, As Sunnah Dan Pendapat Para
Ulama, (Bandung: Mizan, 2002), hal.51
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“Musaddad menceritakan kepada saya, Yahya menceritakan kepada saya dari
Abdullah,, Yahya berkata kepadaku: menceritakan kepadaku Sa'id Ibnu Abi
Sa"id dari ayahnya dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi saw. pernah
bersabda, “perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena
status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka,
nikahilah perempuan karena agamanya agar kamu memperoleh keuntungan yang
tidak terhingga. (HR Muslim) "

Selain itu, laki-laki dan perempuan juga harus serasi dalam hal istigamah
dan kebaikannya. Jika laki-laki fasik sebab zina maka tidak sekufu dengan
perempuan yang terjaga kebaikannya meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat
dengan sebaik-baiknya taubat, karena taubat dari zina tidak menghilangkan
kehinaan pendengaran. Namun bila fasiknya selain zina, seperti minum khamar
dan berbuat kepalsuan kemudian bertaubat, maka ada yang mengatakan sekufu
dengan perempuan yang terjaga keistigamahannya dan ada yang mengatakan tidak
sekufu.®® Hal ini merupakan suatu kekurangan pada kemanusiaannya. Juga karena
seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa
malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang setara
bagi perempuan yang baik, sesuai kesepakatan fugaha dan berdasarkan firman
Allah SWT dalam QS. as-Sajadah’ ayat 18:
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“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka
tidak sama” (QOS. Assajadah: 18)%

62Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, hal. 257

8Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal.45-48
4Departemen Agana RI, A! Qur’an dan Terjemahnya, hal. 416
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Dalam kitab Raudhah ath-Thalibin disebutkan bahwa selain sekufu dalam
agama, juga harus sekufu dalam kebenaran. Orang yang tidak masyhur
kebaikannya itu sekufu dengan perempuan yang masyhur kebaikaannya. Begitu
pula, ranah dalam kafa’ah yaitu kesesuaian dalam agama. Jadi, calon kedua
mempelai yang berbeda agama diharuskan menyesuaikan agama mereka satu
sama lain.% Pernyataan ini secara kesepakatan, karena ada firman Allah dalam

surat al-Hasyar ayat 20 yang berbunyi:
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“Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah;
penghuni-penghuni  jannah. Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al
Hasyar:20)

Bila calon kedua mempelai itu berbeda dalam hal sifat dan karakter namun
keduanya beragama Islam, maka menurut Muhammad bin al-Hasan menyatakan
bahwa agama bukan merupakan syarat yang dianjurkan.®” Karena telah disebutkan
dalam firman Allah SWT bahwa orang musyrik hanya menikah dengan yang

musyrik juga,
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“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,

atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

85Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, Raudhah ath-Thalibin Juz V
(Bairut: Dar al-Kutub al-l1imiyah, t.t), hal. 425.

%Departemen Agana RI, 4! Qur’an dan Terjemahnya,.548

8Muhammad Al Hasan, Kafa’ah Dalam Pernikahan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), hal.
156
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melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian
itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin'. (QS an-Nur: 3)%

Adapun bila suami istri itu sama-sama muslim, sedangkan salah satu dari
orang tua pihak laki-laki itu muslim dan salah satu dari orang tua pihak
perempuan itu kafir, maka suami istri itu tetap sekufu, sebab mereka beragama

Islam walaupun salah satu orang tua dari pihak perempuan ada yang kafir.*

b. Nasab (An-Nasb)

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan
asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sementara hasab adalah sifat terpuji yang
menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti
ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketagwaan. Keberadaan nasab
tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi
dengan nasab.” Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa
bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab. Hasab selain
memiliki arti sifat terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan

orang tuanya serta harta dan ketagwaan.

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan
orang Asing (orang ‘ajm). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan
miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan
Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-
orang kaya. Orang arab itu tidak sekufu dengan orang quraisy akan tetapi mereka
(orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang ‘ajm tidak sekufu dengan orang

Arab walaupun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab. Orang ‘ajm

%Departemen Agana RI, 4! Qur’an dan Terjemahnya, hal.350

Tbnu Mas’ud, Figih Madzhab Syafi’i Buku II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.216

Wahbah az-Zuhaily, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikir,
2007), hal.223
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hanya sekufu dengan orang ‘ajm, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim
dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.™

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan,
yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan ‘Ajm. Adapun golongan Quraisy itu
termasuk paling mulianya ummat karena Allah telah mengkhususkan
keistimewaannya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu

dengan orang Arab dan ‘ajm.
c. Kemerdekaan (Al-Hurriyah)

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran kafa’ah, hal ini karena ada

firman Allah SWT yang berbunyi:
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“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri
rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara
sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji
hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (QOS. An Nahl:

75)72

Dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa merdeka tidaklah sama
dengan budak karena budak lebih rendah daripada merdeka dan budak juga
tercegah atas kepemilikan dan kekuasaannya. Dalam hal apakah budak sekufu
dengan budak yang setengah merdeka, maka terdapat dua pendapat. Pendapat

pertama menyatakan tidak sekufu sebab sebagian kemerdekaannya lebih

IMuhammad Awanah, Melacak Akar Perbedaan Mazhab, (Bandung, Pustaka Tarbiyah,
2007), hal.198
2Departemen Agana RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, hal.275
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mengungguli, pendapat kedua menyatakan sekufu sebab orang yang belum
sempurna kemerdekaannya maka yang lebih dikuatkan adalah hukum budaknya.

Seorang budak walau hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan
merdeka meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia
memiliki kekurangan akibat perbudakan, juga karena orang yang merdeka merasa
malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu

berbesan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Selain merdeka, juga mensyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh sebab itu,
siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sekufu dengan orang
yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan.
Demikian juga, orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak
sekufu dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka.” Jadi yang dilihat
dalam kemerdekaan dari segi bapak atau kakek moyang bukan dari nenek

moyangnya.
d. Pekerjaan atau Profesi (Al-Kasb)

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantara
pekerjaan di pemerintah. Manusia saling mengungguli dalam pekerjaan tersebut.
Sesuai dengan firman Allah SWT:

RSO  THATe S D@ on-Oho + Lo @0
DO g FADYOPN® W I ONVx HARD O
B-ADHEHWN A=D>o 0N A A Lo S
FOE=¢K SSRHNYASDBO BONTOS 0N
SRh€EVeo JRE&SERORO GO (6 XIZHEHEE o 68
00RO C R =0 775 00BR 0ODYe
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“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal

rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan

8Haifa Jawad, Otentitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender,
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal 163
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rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama
(merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (QOS.

An-Nahl: 71)™

Dari ayat di atas terdapat dua pengertian yaitu: pertama menyatakan
bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lainnya dalam kadar
rezekinya, maka sebagian mereka ada yang kaya dan sebagian yang lain ada yang
miskin. Kedua, bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lain sebab
rezekinya, sehingga dengan rezeki tersebut sebagian dari mereka sampai
mencapai pada tingkat kemulian dan sebagian yang lain mencapai tingkat yang

rendah.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah
tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara,
pedagang, perindustrian dan polisi. Masing-masing dari keempat itu saling
mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman.
Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu
yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan
dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.

Ranah kafa’ah dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau
pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan
keluarganya. Menurut tradisi pekerjaan yang rendah itu seperti tukang sapu,
penjaga, penggembala dan tukang bekam. Mereka semua yang memiliki pekerjaan
yang rendah tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan
orang kaya, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang jahit pakaian.
Pemilik pejabat tidak sekufu anak perempuan pedagang, dan anak pedagang tidak
sekufu dengan anak perempuan dari seorang ilmuan dan gadhi. Hal ini
berlandasan dengan tradisi yang ada.”

e. Harta (Al-Mal)

"Departemen Agana RI, AI Qur’an dan Terjemahnya, hal.274
75 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran Dan
Sunnah, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), hal.46-48
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Harta merupakan syarat ukuran dalam ranah kafa’ah, karena ada sabda
Nabi SAW :

A e 0 Ge 5510h e Gl e (e 83 e 330 4 ala Uadl Ay s
0 48 (55 5 5h Ladld ATEE ATLg O it e s Ul 138 e 0 86T e 06 Ay alle
all das e

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami
Hammam bin Yahya dari Qotadah dari Abdul Malik dari Abu Hurairah, dari
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa diberi dari
harta ini tanpa memintanya maka hendaklah ia menerimanya, karena
bahwasanya dia adalah rizqi yang Allah Azza Wa Jalla kirimkan
kepadanya."(HR. Ahmad)™

Begitu pula, karena ada firman Allah SWT

NOITB+ONEH a3 SFHHEC QW X JOE 2o ML Ju)

VOB, 044+ @
“dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta”. (QS. 4/
‘Adiyat: 8)"

Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat ini adalah: manusia
itu sangat kuat cintanya kepada harta sehingga ia menjadi bakhil.

Harta sebagai ukuran kafa’ah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau
tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir
yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta
dianjurkan dalam kafa’ah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab
daripada harta, maka harta tidak dianjurkan. Oleh karena itu, anjuran harta dalam
syarat kafa’ah terdapat dua pendapat yakni Pertama harta merupakan syarat yang

dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang

sAhmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal Cet, I, (Beirut, Dar Al Ihya’ At Tarasi
Al Arabi, 1414H/1993M), hal. 297
""Departemen Agana RI, A! Qur’an dan Terjemahnya, hal.599
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harta termasuk perkara dunia. Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu
diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut
makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya. Kedua
harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa
berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Manusia itu bermacam-macam
ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masing-masing dari jenis mereka

sekufu dengan sejenisnya.™

Dari madzhab Syafi’i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi
uang atau harta tidak masuk dalam ranah kafa’ah karena harta adalah suatu yang
bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang
memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.

f. Usia atau Umur

Syarat keenam sebagai ukuran kafa’ah yaitu sekufu dalam usia. Perbedaan
usia suami istri itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki lebih tua sedikit
daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya. Tidaklah sekufu laki-laki yang
telah berumur 70 tahun menikah dengan perempuan atau gadis yang masih
berumur 17 tahun. Jika keduanya tidak berbeda dari dua sisinya maka tidak
dianjurkan dalam kafa’ah seperti orang yang lebih muda sekufu dengan yang lebih
tua, orang yang setengah baya sekufu dengan orang yang lebih tua.” Jika memang
terdapat perbedaan antara dua sisinya seperti salah satunya masih muda dan yang
lainnya sudah lanjut usia maka dalam hal usia terdapat dua pendapat, Pertama
Usia merupakan syarat yang dianjurkan, maka orang tua tidak sekufu dengan anak
kecil, Kedua usia bukan merupakan syarat yang dianjurkan, karena orang yang tua
usianya lebih panjang dan yang masih kecil belum tentu panjang usianya. Karena

terkadang orang yang lebih tua memiliki keinginan yang lebih untuk menikah.

g. Selamat Dari Aib Atau Cacat (As-Salamah Min Al‘Uyubi)

Muhammad Lukman, Isu Kontemporer Hukum Islam, (Yogyakarta: Suka Press, 2007),
hal. 74
1bid, hal.89
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Syarat ketujuh yaitu selamat dari aib yang dapat menolaknya akad nikah.
Kategori aib yaitu yang memperbolehkan khiyar dalam perkawinan, maka
tidaklah sekufu pernikahan orang yang berpenyakit kusta dengan orang yang sehat

badannya.

Aib tersebut ada lima macam, tiga macam untuk umum (laki-laki dan
perempuan) yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki- laki yaitu
al- Jabbu (dzakarnya terpotong) dan al-‘Unnah (pengebirian). Dua macam lagi
khusus untuk perempuan yaitu al-Qarn (tertutupnya vagina dengan tulang) dan al-
Ratq (tertutupnya vagina dengan daging).®® Kelima aib tersebut disebutkan dalam
syarat kafa’ah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk
fasakh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.

Adapun dalam kitab Hasyiyah I’anah ath-Thalibin dijelaskan bahwa orang
yang memiliki aib yang menetapkan untuk khiyar nikah tidak sekufu dengan
orang yang selamat dari aib, hal ini bagi suami istri. Begitu pula harus selamat
dari aib bagi kedua orang tua mempelai.®* Yang dimaksud dengan aib dalam ranah
kafa’ah di sini yaitu aib yang menetapkan untuk khiyar dan yang umum bagi laki-
laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh seperti gila,
Judzam (kusta) dan Barash (belang). Adapun aib yang khusus bagi laki-laki
seperti impoten dan pengebirian, tidak termasuk aib dalam ranah kafa’ah sebab
tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Begitu pula aib bagi perempuan yang
berupa al-Ratg dan al-Qarn tidak termasuk aib dalam ranah kafa’ah.®

Yang dimaksud dengan gila sebagai aib dalam perkawinan yaitu yang
menetapkan untuk khiyar dan penyakit gila yang terputus-putus. Karena gila itu
termasuk penyakit hilangnya perasaan dan kesadaran jiwa meskipun raganya tetap
bergerak dan sehat. Yang dimaksud dengan Judzam sebagai aib yaitu penyakit
Judzam yang telah menetap yakni penyakit yang membuat anggota tubuh

80Zainuddin bin Abdul Azizi Al Malibari Al Fanani,. Fathul Mu’in, Terjemahan: Moc.
Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2014), hal. 132.

8 Abu Bakr ‘Utsman Bin Muhammad Syaththa Al-Dimyathi Al-Bakri, Hasyiyah I’anah
Ath-Thalibin Juz 111 (Bairut: Dar Al-Kutub Al-1lmiyah, 2002), hal. 218.

81bid, hal. 221
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memerah lalu menghitam dan akhirnya hancur atau terputus anggotanya atau
membekas. Yang dimaksud dengan Barash sebagai aib yaitu penyakit Barash
yang telah menetap yakni penyakit kulit yang memutih dan terus menerus keluar
darah. Sekalipun penyakit Judzam dan Barash itu hanya sedikit dalam tubuh,
namun penyakit tersebut itu telah menetap dan membekas pada tubuh. Adapun
tanda bahwa penyakit Judzam dan Barash telah menetap yaitu bila Judzam

anggota badan menjadi hitam, bila Barash kulit tidak berdarah waktu diperas.

Oleh karena itu, perempuan atau laki-laki yang memiliki penyakit gila,
kusta, belang tidaklah sekufu dengan orang yang sehat dan orang yang sehat harus
terhindar dari orang yang memiliki penyakit tersebut sebab orang akan merasa
jijik atau keji bercampur dengan orang yang berpenyakit seperti tersebut. Apabila
si perempuan juga terkena penyakit tersebut, maka juga tidak seimbang atau tidak
sekufu dengan lakilaki yang kadar penyakitnya sama atau bahkan penyakit pada
perempuan parah karena manusia terhindar dari penyakit tersebut sedangkan
dirinya sendiri tidak bisa terhindar dari penyakitnya.

Katagori aib yang tidak sampai menakutkan pada orang lain, seperti buta,
cacat fisik, lumpuh maupun berwajah jelek. Untuk memasukkan aib tersebut
dalam ranah kafa’ah butuh dua tinjauan, yaitu Pertama masuk dalam
pertimbangan kafa’ah karena tidak berpengaruh terhadap akad nikah, Kedua
masuk dalam pertimbangan kafa’ah karena tidak disukai dan ditakuti oleh orang
lain. Dalam penjelasan lain penyebutkan bahwa aib yang tidak bias menetapkan
adanya khiyar, seperti buta, terputus sebagian anggota badannya atau buruk rupa

tidak mempengaruhi dalam kafa’ah.?
D. Hak Atas Kafa’ah

Para fuqaha‘ sepakat bahwa yang berhak menentukan kafa’ah‘ adalah
seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka seorang perempuan dan

walinya biasanya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak

81bid, hal.224
8An Nawawi, Majmu’ Syarh Al Muhadzab, (Beirut: Dar al Fikr 1996), hal. 197
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sekufu’. Sedangkan laki-laki yang terpandang tidak akan merasa terhina
bila menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya.

Dalam menentukan kafa’ah, antara wali dengan anak perempuan
yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali
mengawinkan anaknya anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya
tidak sekufu’ dengannya. Maka ia boleh mengajukan fasah nikah. Begitu juga
sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak

sekufu’ dan walinya tidak merestui, maka wali boleh mengajukan fasah nikah.

Yang berhak atas kafa’ah itu adalah wanita dan yang berkewajiban harus
kafa’ah adalah pria. Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus setaraf itu
adalah laki-laki terhadap wanita. Kafa’ah ini adalah masalah yang harus
diperhitungkan dalam melaksanakan suatu perkawinan bukan untuk sahnya suatu
perkawinan. Kafa’ah ini adalah hak wanita dan wali, oleh Kkarena itu
keduanya berhak menggugurkan kafa’ah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa
kafa’ah adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak mengawinkan perempuan

dengan orang yang tidak kafa’ah kecuali apabila yang bersangkutan itu ridho.®

Bagi laki-laki yang rendah derajatnya boleh mengawini wanita yang tinggi
derajatnya dan laki-laki yang tidak mempunyai kedudukan boleh mengawini
wanita yang berkedudukan. Laki-laki yang fakir boleh mengawini wanita yang
kaya, asalkan ia seorang muslim yang terpelihara dan seimbang derajatnya dengan
wali yang melaksanakan agad, dan perkawinan itu disetujui oleh wanita. Apabila
tidak terpenuhi syarat istigomah (akhlak yang baik) pada laki-laki, maka ia tidak
sepadan dengan wanita shalehah. Dan wanita tersebut mempunyai hak untuk
membatalkan agad, bila ia seorang perawan dan dipaksa oleh ayahnya untuk

kawin dengan laki- laki fasik.

E. Waktu Berlakunya Kafa’ah

8Yusuf Qaradhawy, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995,
hal. 182
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Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai
telah sekufu’ atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah.
Menurut Hamdani tentang berlakunya kafa’ah yaitu dinilai pad waktu terjadinya
akad. Apabila keduanya berubah sesudah terjadinya akad maka tidak
mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad.

Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai
pencaharian yang terhormat, mampu member nafkah atau orangnya sholeh,
kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq
terhadap perintah Allah SWT dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan
perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah
dilangsungkan pernikahan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam
menentukan kafa’ah® menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai pada saat
akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang kafa’ah ini dicatat oleh pihak-
pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada
pihak yang akan menggugat di kemudian hari.

Hal semacam ini mengandung hikmah supaya perkawinan yang
dilangsungkan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seorang yang akan mau
menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan

dalam pernikahan.

Dalam Figh Sunnah dijelaskan bahwa kufu’ diukur ketika berlangsungnya
akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu
tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan sedikitpun apa yang sudah
terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya. Jika pada waktu
berlakunya akad nikah, suami memiliki pekerjaan terhormat dan mampu memberi
nafkah istrinya atau dia seorang yang salah, tetapi di kemudian hari ada
perubahan, misalnya pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah,
atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah
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seperti  sebelumnya.®® Memang masa itu berbolak-balik dan manusia
tidak selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah istri
harusdapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertagwa kepada Allah.
Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang

besar.

Di dalam figih sunnah juga dijelaskan, waktu yang ditetapkan untuk
menentukan apakah calon-calon mempelai telah kufu’ atau belum itu letaknya
pada waktu akan dilaksanakannya agad nikah. Apabila agad nikah telah
dilaksanakan dan telah terbukti bahwa calon mempelai telah sejodoh, maka
perkawinan itu telah sah dan tidak dapat diganggu gugat tentang kesalahan dengan
alasan tidak kufu’. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas sudah jelas bahwa
ukuran kufu’ yang mutlak adalah agama dan budi pekerti (akhlak) sedangkan hal-
hal yang lain seperti pekerjaan, kedudukan, nasab, dan ukuran lainnya hanya

sebagai anjuran atau penambahan keserasian.®’

Waktu yang ditetapkan untuk menetapkan apakah calon-calon mempelai
telah kafa’ah atau belum ialah waktu akan dilaksanakan akad nikah. Apabila
keadaannya berubah sesudah terjadinya agad, maka tidak mempengaruhi agad,

karena syarat agad diteliti pada waktu agad.

F. Tujuan dan Pentingnya Kafa’ah dalam Perkawinan

1. Memelihara agama atau keberagamaan (gl Laés)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang
menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama dan
keberagamaannya itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya

harus dipelihara dengan dua cara mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas

8 Sayyid Sabig, Figih Sunnah Jilid 3, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, (Bandung : Al
Ma’arif, 1987), hal. 213
#1bid, hal. 215
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keberadaanya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih
sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (il Laés)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena
segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara
eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Ditemukan dalam ayat-ayat al-Quran
yang melarang manusia merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri
dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban

memelihara diri.
3. Memelihara akal (Jéxll Laés)

Akal merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia
karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah
lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu
adalah perbuatan baik atau maslahat.

4. Memelihara keturunan (Jwil) 1ais)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga
keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk
hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia.
Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia adalah pelanjutan jenis
manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah
keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara

keluarga yang shahih itu Allah mengehendaki manusia melakukan perkawinan.®
5. Memelihara harta (J Ll L)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa

harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka

8 Yusuf Qaradhawy, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 11, hal. 156
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mendatangkan jalbu manfaah, Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara

harta itu dengan berusaha mendapatkannya.

Kafa’ah juga berperan membentuk untuk keluarga yang sakinah sesuai
dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa’ah merupakan langkah awal
untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Kafa’ah juga bertujuan
menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara
dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam
berumah tangga. Kafa’ah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan,
sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan
status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok
dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.

Kafa’ah ini perlu mendapat perhatian dalam pernikahan sebagaimana para
ulama mengatakan untuk menolak datangnya aib juga untuk meneliti sesuatu yang
lima yakni Agama, peribadi, ketelitian, harta, dan akalnya. Konsep kafa’ah juga
bertujuan melindungi wanita dari pernikahan yang singkat dan menjaga wanita
dari rasa malu karena perbedaan. Kafa’ah akan meredam gejala perceraian dan
mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam
memilih calon suami-istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam
pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan
menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan

terjadinya perceraian.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan dan

pentingnya dari kafa’ah dalam sebuah perkawinan adalah:

1. Kafa’ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang
ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan
hak kafa’ah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak
perempuan bisa berusaha seselektif mungkin dalam memilih calon
suaminya Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih

calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalag, dan
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bertanggungjawab atas kepemilikan hak thalag yang ada di
tangannya.

Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah
tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari
relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta’atan dan
kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya
akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu
level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.

Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh
derajat suaminya. Seorang perempuan ‘biasa’, akan terangkat
derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki
status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat
keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan
menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan

keagamaan seorang istri.
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LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi
Sumatera Utara. Kota Tebing Tinggi adalah daerah yang terdiri dari 5 (lima)
Kecamatan. Kota Tebing Tinggi berada pada Ketinggian 26 — 24 meter di atas
permukaan laut dengan topografi mendatar dan bergelombang dan mempunyai
curah hujan rata-rata 1.776 Milimeter/ Tahun. Sedangkan suhu kelembapan udara
rata- rata 25° - 27 ° Celcius. Kemudian Letak Geografi Kota Tebing Tinggi
3°19'00" - 3°21'00 " Lintang Utara/North Latitude dan 98°11’ - 98°21" Bujur
Timur/East Longitude.’

Di Kota Tebing Tinggi terdapat empat sungai yang mengalir dari barat
menuju timur. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Padang, Sungai
Bahilang, Sungai Kalembah, dan Sungai Sibaran. Daerah sekitar Sungai Padang
dan Bahilang merupakan wilayah potensi banjir, yaitu Kelurahan Bandar Utama,
Persiakan, Bandar Sono, Mandailing, Bagelan, Rambung, Tambangan, Brohal dan
Rantau Laban. Kemudian sebagian besar penduduk Kota Tebing Tinggi, di
tempati oleh Suku Melayu 70%, Suku Jawa 15%, Batak 8%, Tionghoa dan lain-

lain.®

1. Batas-Batas/Borders*

Utara | PTPN Ill Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai

Selatan | PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten
Serdang Bedagai
Timur | PT Socfindo Tanah Besi dan PTPN Il Kebun Rambutan,

Kabupaten Serdang Bedagai

8Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi
%Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi
91Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Padang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Bahilang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Bahilang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Kalembah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Sibaran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Serdang_Bedagai

56

Barat | PTPN Il Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai

2. Luas Daerah %

Kecamatan Kelurahan Luas Area Luas Rasio
(Km2) (%)
Padang Hilir | Begelen 1.9123 16.72
Tebing Tinggi 3.5738 31.24
Tambangan 1.3734 12.00
Satria 0.5890 5.15
Deblod Sundoro 0.6247 5.46
Damar Sari 0.9762 8.53
Tambangan Hulu 2.3916 20.90
Jumlah 11.4410 100.00
Padang Hulu | Pabatu 1.1633 13.67
Lubuk Baru 1.4011 16.46
Persiakan 0.9020 10.60
Bandar Sono 1.3970 16.41
Tualang 1.1320 13.30
Lubuk Raya 1.0189 11.97
Padang Merbau 1.4967 17.59
Jumlah 8.5110 100.00
Rambutan Rantau Laban 0.1163 1.96
Sri Padang 0.6130 10.33
Karya Jaya 2.2920 38.62
Lalang 0.8970 15.12
Tanjung Marurlak 0.4819 8.12
Tanjung Marulak Hilir 0.6531 11.00
Mekar Sentosa 0.8817 14.85

92 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi
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Jumlah 5.9350 100.00
Tebing Tinggi | Mandailing 0.2420 6.97
Kota Pasar Gambir 0.3340 9.62
Rambung 0.7220 20.78
Tebing Tinggi Lama 0.4800 13.82
Pasar Baru 0.2820 8.12
Badak Bejuang 0.4330 12.47
Bandar Utama 0.9800 28.22
Jumlah 3.4730 100.00
Bajenis Bulian 1.5010 16.54
Pelita 1.2960 14.28
Durian 1.4040 15.46
Bandar Sakti 0.7810 8.61
Teluk Karang 0.3617 3.98
Pinang Mancung 1.2683 13.97
Berohol 2.4660 27.16
Jumlah 9.0780 100.00
3. Wali kota Tebing Tinggi Dari Masa ke Masa®
PERIODE NAMA KETERANGAN

WALIKOTA/WAKIL

1946-1947 | Munar S Hanijoyo

1948-1950 | Tengku Hasyim

1950-1951 | Tengku Alamsyah

1951-1956 | Wan Umaruddin Barus

1956-1957 | OK Anwaruddin

1958-1967 | Kantor Tarigan

1967-1970 | Syamsul Sulaiman

93 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi
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1970-1974 | Sanggup Ketaren
1974-1980 | Drs H Amiruddin Lubis
1980-1985 | Drs H Amiruddin Lubis
1985-1990 | Drs Rupai Perangin-angin | ---
Hj Rohani Darus Daniel | Wali kota Perempuan pertama di
1990-1995
SH Indonesia
Hj Rohani Darus Daniel | Membawa Tebing Tinggi meraih
1995-2000 ] ] )
SH Piala Adipura 3 kali
2000-2005 | Ir Abdul Hafiz Hasibuan H Amril Harahap sebagai wakil
H Syahril Hafzein (Wakil) -
2005-2010 | Ir H Abdul Hafiz Hasibuan | Pildaka langsung pertama rakyat
Tebing Tinggi
Drs H Eddy Syofian Purba ) _
2010-2011 Penjabat Wali kota
MAP
o PIh Wali kota pada saat pilkada
2011-2011 | Drs H Hadi Winarno, MM
ulang
Ir H Umar Zunaidi _ ]
2011-2016 ] Irham Taufik (Wakil)
Hasibuan
Ir. H. Umar Zunaidi | Ir. H. Oki Doni Siregar (Wakil
2017-2022

Hasibuan, M.M

Wali kota)

4. Ibukota Kecamatan *

Kecamatan Ibu Kota
Padang Hilir Kelurahan Tebing Tinggi
Padang Hulu Kelurahan Pabatu.

Rambutan Kelurahan Tanjung Marulak.
Bajenis Kelurahan Teluk Karang
Tebing Tinggi Kota Kelurahan Pasar Gambir.

9 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi
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59

Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Budha | Hindu | Konghucu
Padang 21.510 3.280 825 1.061 70 -
Hulu
Rambutan | 22.546 3.399 1.362 984 12 -
Padang 22.668 4.540 565 931 33 -
Hilir
Tebing 10.462 2.528 1.200 | 4.592 88 -
Tinggi Kota
Bajenis 23.922 5.636 733 1.354 38 -
Jumlah 79.598 | 19.382 4685 | 8.922 241 112.828
6. Data Rumah Ibadah®
Kecamatan | Masjid | Musholla | Gereja | Vihara | Kuil | Klenteng
Padang 17 10 8 2 - -
Hulu
Rambutan 24 18 7 2 1 -
Padang 25 12 6 1 - -
Hilir
Tebing
Tinggi 19 16 9 13 2 -
Kota
Bajenis 26 16 3 3 - -
Jumlah 111 72 33 21 3 -

% Sumber: Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi
% Sumber: Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi




7. Penduduk Kota Tebing Tinggi Berdasar Usia*
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No. Jmur/ Usia Jumlah Persentase
Laki-laki dan Perempuan
1 0-10 15,684 13.90%
2 10-19 24,884 22.05%
3 20-29 31,826 28.21%
4 30-49 29,957 26.55%
5 50-59 8,995 7.97%
6 60-69 987 0.87%
7 >70 495 0.44%
Jumlah 112.828 100 %
8. Penduduk Berdasar Jenis Kelamin®
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 56.614 50.18%
2 Perempuan 56.214 49.82%
Jumlah 112.828 100 %
9. Penduduk Menurut Jenis Profesi/ Pekerjaan®
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Orang Persentase
1 | Sektor Jasa 35.812 31.74%
2 | Pegawai Swasta 19.753 17.51%

97 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi
% Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi
9 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi
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3 | Petani/ peternak 14.856 13.17%
4 | Pegawai Negeri Sipil 9.951 8.82%
5 | TNI/ POLRI 969 0.86%
6 | Lain-lain 31.487 27.91%
Jumlah 112.828 100%
10. Sarana Pendidikan di Kota Tebing Tinggi*®
SD/MI SMP/MTS SMA/ ALIYAH UNIVERSITAS
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta
55 31 13 22 9 17 - 5
11. Penduduk Berdasar Pendidikan®
No. | Pendidikan Jumlah Orang | Persentase
1 | Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 8.875 7.87%
2 | Sekolah Menengah Pertama 32.891 29.15%
3 | SMU/ SMK/ MA 35.309 31.29%
4 | Sarjana D-1 D-3 5.962 5.28%
5 | Sarjana S1-S3 29.133 25.82%
6 | Tidak Sekolah 658 0.58%
Jumlah 112.828 100%

100 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi
101 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi
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B. Permasalahan Wali Nikah di Kota Tebing Tinggi dan Kaitannya
Dengan Konsep Kafa’ah

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek
rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek
agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga.
Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah
tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang

sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat
menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam
ilmu figih disebut dengan kafaah. Kafaah sendiri mempunyai arti kesamaan,
serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan
istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam sistem kekerabatan di Indonesia dikenal adanya tiga sistem

kekerabatan yaitu

1. Sistem kekerabatan Patrilinial,
2. Sistem kekerabatan Matrilinial dan

3. Sistem kekerabatan Parental atau Bilateral.

Sistem kekerabatan patrilinial adalah sistem yang anggotanya menarik
garis keturunan melalui Bapak dan dari Bapak dan seterusnya ke atas sampai
dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Sistem ini memperhitungkan
hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, yang mengakibatkan setiap laki-laki
dalam kerabat ayah masuk di dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua

kaum kerabat ibu jatuh di luar kekerabatan.

Sistem kekerabatan Matrilinial adalah sistem yang anggotanya menarik
garis keturunan lbu dan dari Ibu dan seterusnya ke atas sampai dijumpai seorang

perempuan sebagai moyangnya. Maksud sistem ini yaitu memperhitungkan
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kekerabatan melalui ibu dan mengakibatkan bahwa setiap perempuan dalam
kerabat ibu masuk dalam hubungan di luar kerabat.

Sistem kekerabatan Parental atau Bilateral adalah sistem yang anggotanya
menarik garis keturunan Bapak atau ibu dan dari Bapak atau Ibu dan seterusnya
ke atas sampai dijumpai seorang laki-laki atau perempuan sebagai moyangnya.
Maksud dari sistem ini yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui
kaum laki-laki maupun kaum perempuan, sehingga sistem ini tidak mempunyai
suatu akibat yang selektif, karena bagi tiap laki-laki maupun perempuan dalam
kerabat ayah maupun ibu masuk dalam batas hubungan kekerabatan, sehingga

tidak ada batas sama sekali diantaranya.

Sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Kota Tebing Tinggi masih
sangat kuat sekali dan berlaku sistem kekerabatan patrilinial. Artinya sistem ini
memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pihak laki-laki
saja, sehingga mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat Bapak masuk di
dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat pihak lbu jatuh di

luar kekerabatan.

Sebegitu kuatnya sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Kota
Tebing Tinggi sehingga berpengaruh dalam pola kehidupannya sehari-hari, yang
selalu mendahulukan pihak laki-laki dalam segala hal. Seperti budaya menerima
tamu harus dilakukan oleh pihak laki-laki dan kalaupun tamunya berkepentingan
dengan istri maka disamping istri juga harus didampingi suami atau saudara laki-
lakinya, yang harus mendahului makan makanan yang sudah dihidangkan pada
meja makan harus didahuli oleh pihak bapak. Termasuk ketika membicarakan soal
perkawinan. Hal ini tidak hanya cukup berhadapan pihak orang tua laki-laki atau
orang tua perempuan saja tetapi juga harus berhadapan dengan saudara-saudara
lelaki ayah dan seterusnya ke atas.

Dalam tata cara pelaksanaan perkawinan Masyarakat Kota Tebing Tinggi,
pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia,

yaitu yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut
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kepada masa penjajakan. Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-
masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila
terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima
kehadiran si laki-laki untuk di jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula
sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketingkat tata cara pelaksanaan
perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan. Akan tetapi, jika
dalam proses peminangan terjadi ketidak cocokan atau tidak direstuinya hubungan
di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan-alasan dan atau
pertimbangan-pertimbangan, maka dengan demikian pembicaraan tentang
pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak,
maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya,
sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda
dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari.
Perkawinan seperti ini biasa terjadi kerena Pertemuan pasangan yang sudah
merasa cocok dan sangat berkeinginan untuk menikah, namun ada suatu hal yang
menghalangi mereka. Misalnya, tidak adanya restu dari salah satu pihak keluarga
atas niat mereka untuk menikah, atau ditunda dengan jangka waktu tertentu namun
mereka berdua tidak mau dan ingin segera untuk menikah. Rintangan apapun
akan dihadapi demi tercapainya suatu keinginan. Disinilah muncul kenekatan
pasangan tersebut, sehingga mereka berani untuk kawin lari. Dalam proses
perkawinan ini kedua belah pihak lari dari kediamannya untuk berdomosili di
tempat lain yang jauh dari kediaman orang tua kedua belah pihak sehingga susah
untuk mendapatkan perwalian dari wali nasabnya, kemudian melangsungkan

perkawinannnya di tempat domisili yang baru tersebut.

Tingginya uang mahar yang diminta oleh orang tua calon mempelai wanita
juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kawin lari. Padahal Nabi SAW

sudah menjelaskan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah maharnya
b il i Olskie (e 5 o Rall B s G s 08 (AL (5 a3 s
lhad i 30l 0% G &) OB als adle @ e 40 Osl O Alle e 850

e ) Dmadiy Ledliia Hudiy
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“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq berkata; Telah
menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Usamah bin Zaid dari Shafwan bin
Sulaim dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah

mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya."” (HR Ahmad) %

Bl g gt () A3y Sl 3500 43 Sl gt 5 el (330 (0 R0 WS
O lle g ol e ol G 285 &5 MAa AR gAY 05 Uil (aas 08 Al
G JE M L J8sia 5 Gise i el il e e ol s e Ao i 0

3y 315 a5l Al 40 S50 08 Cd (e 3155 0053 e 108 S35 3 U Osl
“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi’
Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari
Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua
yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid
dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa
ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi
wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga
Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan
seekor kambing."(HR Muslim) 1%

Uang mahar ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki
kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan.
Disamping mereka memberikan mahar, juga memberikan uang hantaran sebelum
menikah, dimana uang hantaran ini diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan
dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian untuk belanja, baik
untuk keperluan pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon
mempelai perempuan.’** Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh

masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat.

2Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal Cet, II, (Beirut, Dar Al Thya’ At
Tarasi Al Arabi, 1414H/1993M), hal.316

198Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, juz VI, hal. 381.

1%45alman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, (Bandung:
Alumni, 2002), hal. 147.
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Dalam prakteknya di lapangan, permintaan ini dianggap sebagai
pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang laki-laki yang ingin meminang
seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang
mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Seperti kasus yang
dialami oleh Andika Wahyudi yang ingin menikahi Maisharah gadis pujaanya.
Ketika mereka sepakat untuk menikah dan dari pihak pria (Andika) meminang
pihak wanita (Maisharah) dalam peminangan tersebut ia dimintai uang mahar
sebesar Rp. 50.000.000. Kemudian mengenai besar kecilnya uang mahar tersebut
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap pihak wanita yang
menetapkanya bahkan bisa jadi mereka yang berpendidikan tinggi penetapan uang

mahar tersebut juga bernilai tinggi.

Berbeda halnya dengan yang dialami oleh (Bowo) yang ingin menikahi
gadis pujaannya (Hasanah). Si mempelai pria (Bowo) dimintai uang mahar
sebesar Rp.75.000.000 dikarenakan calon mempelai wanita (Hasanah) lebih tinggi
tingkat pendidikannya ketimbang (Maisarah). Jika uang mahar yang diberikan
oleh mempelai pria (Bowo) lebih rendah daripada uang mahar yang diberikan oleh
(Andika) kepada calon mempelai wanitanya yang hanya berlatar belakang
pendidikan SMA sederajat, maka inilah yang bisa menjadikan bahan olok-olokan
dikalangan masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanitanya maka akan
semakin tinggi pula uang maharnya. Padahal kedua calon mempelai yang akan
melangsungkan pernikahan tidak mempermasalahkan tinggi atau rendahnya uang
mahar. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa secepatnya menikah
walau dengan uang mahar yang seadanya, calon mempelai wanita sudah rela.
Namun untuk menghindari olok-olokan dari masyarakat, wali atau orang tua dari
si mempelai wanita selalu memberikan nominal uang mahar yang dirasa cukup

tinggi dan memberatkan bagi calon mempelai pria.
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Dari seluruh data yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa
ada beberapa unsur terjadinya penolakan wali nikah terhadap lelaki yang sudah

sekufu, diantaranya:
1. Tradisi Masyarakat

Masyarakat Kota Tebing Tinggi sudah terbiasa dengan uang mahar yang
bisa dikatakan cukup tinggi nominalnya. Tentu saja uang mahar yang tinggi
tersebut sangat memberatkan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan
pernikahan mereka. Karena tidak semua calon pengantin sudah merasa mapan saat

melangsungkan pernikahan.
2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan para orang tua di Kota Tebing Tinggi
membuat pola pikir masyarakat menjadi kurang berkembang. Sehingga para orang
tua tidak memiliki keinginan untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju.
Apalagi bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran bahwa
anak perempuan ini merupakan aset ketika akan melangsungkan pernikahan
dengan pemberian mahar yang cukup tinggi. Tentu sesuai dengan Klasifikasi

pendidikan anaknya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan anak perempuannya, maka secara
otomatis uang maharnya juga pasti akan lebih tinggi. Apabila dalam pernikahan
anak perempuan tersebut ternyata lebih rendah uang maharnya, padahal
pendidikannya lebih tinggi dari anak perempuan tetangga, maka ini merupakan

aib bagi keluarga tersebut.
3. Ekonomi

Kondisi ekonomi di tengah masyarakat menyebabkan orang tua
memberikan patokan harga mahar terhadap anak perempuannya. Dengan
tingginya uag mahar untuk pernikahan putrinya, maka sudah dipastikan bahwa
keluarga tersebut termasuk kepada keluarga yang kaya karena mampu untuk
menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat pendidikan yang tinggi.
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Ketika dikonfirmasi dari pihak KUA yang berada di Kota Tebing Tinggi,
yaitu KUA Kec. Bajenis, KUA Kec. Tebing Tinggi Kota, KUA Kec. Rambutan
dan KUA Kec. Padang Hilir, para Ka. Kua sependapat dan sepakat mengenai
tentang persyaratan pernikahan yang akan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama,
termasuk salah satunya adalah mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
calon pengantin untuk pernikahan mereka. Berikut daftar KUA yang ada di Kota

Tebing Tinggi:1%®

No KUA Kepala KUA
1 KUA Kec. Bajenis Drs. H. Ahmad Syahir
2 KUA Kec. Tebing Tinggi | Drs. Daulat P. Sibarani
Kota
3 KUA Kec. Rambutan Abdul Yajib, M.A
4 KUA Kec. Padang Hulu Drs. H. Hamdani, M.A
5 KUA. Kec. Padang Hilir | Muhammad Amin Lubis, S.HI

Data Pegawai KUA Kec. Bajenis?®

No Nama Jabatan
1 Drs. H. Ahmad Syahir Ka. KUA

2 Raja Lottung Siregar Penghulu Muda
3 Sri Nurhayani Siregar Penyuluh

4 Zakaria Damanik Staff

5 Muhd Khumaidi EI Anshari Honorer

6 Winda Khairani Honorer

7 Subhan Amnan Honorer

8 Abdun Nafik Honorer

105 Sumber: Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi
106 Sumber: KUA Kec Bajenis
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Data Pegawai KUA Kec. Tebing Tinggi Kota®’

No Nama Jabatan
1 Drs. Daulat P. Sibarani Ka. KUA
2 Esnun Harahap Penyuluh
3 Aslamiyah Penyuluh
4 Khairul Umam Staff
5 Lukmanul Hakim Honorer
6 Mhd. Misrin Honorer
Data Pegawai KUA Kec. Rambutan?®
No Nama Jabatan
1 Abdul Yajib, M.A Ka. KUA
2 Sabaran Harahap Penghulu Muda
3 Naziah Nasution Penyuluh
4 Muhar Wardi Honorer
5 Erwin Siregar Honorer
Data Pegawai KUA Kec. Padang Hilir'®
No Nama Jabatan
1 Muhammad Amin Lubis, S.HI Ka. KUA
2 Mhd. Syafi’i Penyuluh
3 Mhd. Idris Penyuluh
4 Ahmad Tanjil Staff
5 Ayudini Nasution Honorer

107 Sumber: KUA Kec. Tebing Tinggi Kota
108 Sumber: KUA Kec. Rambutan
109 Sumber: KUA Kec. Padang Hilir
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Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai jika

ingin pernikahannya terdaftar dan tercatat di KUA, yaitu:

1. Dasar Hukum

a.
b.

C.

UU No.1 Tahun 1974

PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
KMA No0.298 Tahun 2003 tentang pencatatan pernikahan

Surat Edaran Panglima ABRI tentang syarat pernikahan bagi
anggota TNI/POLRI

PP No.19 Tahun 2015 tentang biaya nikah

Keputusan Dirjen Bimas Islam No0.881 Tahun 2017 tentang
petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan

Surat Ka.Kankemenag Tebing Tinggi No.B.1483/kk.02.14/3-
a/BA.002/10/2017 tentang pendaftaran pernikahan

2. Usia Calon Pengantin

a. Calon Pengantin harus sudah berusia 21 tahun dan jika belum

sampai 21 tahun maka harus mendapat izin tertulis dari orang
tua/wali (Model N-5)

Usia calon suami kurang dari 19 tahun dan usia calon istri
kurang dari 16 tahun harus melampirkan dispensasi nikah dari

Pengadilan Agama

3. Administrasi

Menyerahkan (Model N-1, N-2, dan N-4) dari kelurahan
Mengisi formulir (Model N-3 dan N-7)

Menyerahkan pasfoto

Melampirkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama bagi
Duda/Janda karena perceraian

Melampirkan Akta Kematian (Model N-6) bagi Duda/Janda
karena kematian

Izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang

sudah mempunyai istri
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g. Rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang berdomisili
diluar wilayah Kua.

h. lzin atasan bagi calon pengantin yang berdinas TNI/POLRI

i. Melampirkan surat izin dari kedutaan negara yang bersangkutan
bagi calon pengantin yang berlainan kewarganegaraan
(Indonesia-Asing).

Berdasarkan syarat-syarat tersebut pihak KUA tidak akan mau
melaksanakan pencatatan pernikahan jika tidak terpenuhi semua syaratnya.
Melihat fenomena di Kota Tebing Tinggi, ada beberapa calon pengantin yang
hendak melaksanakan pernikahan tergendala karena wali tidak mau menikahkan
anak perempuannya. Dan dari pihak KUA sudah memberikan jalan keluarnya
dengan mengarahkan calon mempelai ke Pengadilan Agama untuk mencabut hak
kewaliannya jika wali nikah enggan untuk menikahakan calon mempelai.
Dikarenakan hal tersebut, calon pengantin merasa dipersulit olen wali nikah dan

memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yakni dengan cara kawin lari.

Permasalahan-permasalahan semacam ini memberi kesan mempersulit
seseorang untuk berniat melakukan pernikahan terutama bagi mereka yang kurang
mampu. Sementara kedua calon mempelai saling mencintai, dan menginginkan
penikahan tersebut. Sehingga karena keluarga tidak menyetujui pernikahan
tersebut, maka calon kedua mempelai mengambil jalan pintas untuk melakukan
kawin lari. Sementara perkawinan yang sesuai adalah perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan kepercayaan masing-

masing serta sistem adat yang dianut dalam masyarakat itu sendiri.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Sadd Dzari’ah Tentang Konsep Kafaah dan Penolakan Wali
Nikah Terhadap Lelaki yang Sekufu.

1. Definisi dan Rukun Sadd Dzari’ah

Kalimat sadd al-dzari’ah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu
sadd dan dzari’ah. Kata sadd, berarti:

el ey calll 2355 JIAN BIES: iney B

Artinya: menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau

melarang.*?°

Sedangkan kata dzari’ah secara bahasa berarti:
o5 Wm0 215 (20 1) gy Ol g ol A

Artinya: jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma 'nawi (baik

atau buruk).?*

Arti lughawi ini megandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil
kepada perbuatan. Pengertian ini yang kemudian dirumuskan oleh Ibnu Qayyim
kedalam rumusan “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau
ma’nawi (baik atau buruk)”. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim

kedalam rumusan definisi tentang dzari’ah, yaitu:

(A )yl Al JE

Artinya: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

10Su’ud bin mulluh sultan al ‘anzi, Saddu Dzarai’ ‘inda-1- Imam lbnu Qayyim Al
Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfighiyyahh,(Omman, Urdun: Daru-I- atsariyyah, 2007),
hal 37.

MAmir Syarifuddin, Ushul Figh, hal 398
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Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertiandzari’ah yang bertujuan
kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzari’ah lebih
baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari’ah mengandung dua
pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al- dzari’ah dan yang dituntut untuk
dilaksanakan disebut fath al-dzari’ah.**?

Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa dzari’ah berarti
ands ) dalian b Ly dlasil (oo dei 3l 526 2888 )
Artinya: Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari’ah adalah dia  yang

menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat.’**

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya
dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia

capai berakhir pada suatu kemafsadatan.
Selanjutnya Badran memberikan definisi sebagai berikut:
e o Jailiall g shaall (28 ) Oeadall oo

Artinya: Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang

mengandung kerusakan.*

Sedangkan Qarafi mengartikan sadd dzari’ah dengan

e albad) Jadll lSed Ladoabiadl) Jilas g 83 a1l Jira g o 20ll Ali g1} o8 day A
J2dllS JN s (e Baudall ) Ao 5 30idall
Artinya: Dzari’ah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara.

Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya

hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi

12Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi,
I’lamul Mugi’in, Jilid 5, hal 496.

13yysuf Abdurrahman Al farat, Al tatbigat al mu’asirat lisaddi-\-dzari’at qahirah,
(Daru-I-fikri al’arabi, 2003), hal 11.

14 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, hal 399.
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mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya

perkara yang haram itu.’*

Adapun Ibnu ‘Asyur mengartikan dzari’ah dengan:

Artinya Disebut Sadd dzara’i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah

perantara/sarana kepada kerusakan?*

Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih
definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim. Ia mendefinisikan sadd dzari’ah
“Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada
keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.**’

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari’ah kepada tiga,

yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara
washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga
keadaan:

a) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan
yang lain

b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu
sendiri

c) Perbuatan itu menjadi asas sebagai perantara/wasilah

2. Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdha). Inilah yang menjadi
penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al
mutawasil ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat

bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

15Ja’far bin Abdurrahman Qasas, Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fighiyyu,
Riyadh: Dar Fadilah, 2010, hal 7.

18Tbrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam ibnu
Taimiyyah, (Riyadh: Dar Fadilah, 2004), hal 26.

"7\Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-I-figh,( Damaskus, Suriyah: Dar Alfikr, 1999), hal
108.
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3. Kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawasil llaih). Ulama
mengatakan rukun ketiga ini sebagai “Al mamnu” (perbuatan yang
dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau
mubah, maka wasilah atau dzari’ah tersebut hukumnya tidak

dilarang.*®

2. Kedudukan dan Pengelompokan Sadd Dzari’ah

Sebagaimana halnya dengan qgiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd
adz-dzari’ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum
(istinbath ~ al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang
menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara’ yang tidak disepakati oleh

ulama.

Ditempatkannya dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan
hukum meskipun diperselisinkan penggunaannya, mengandung arti bahwa
meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan,
namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang
dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum
wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’terhadap perbuatan

pokok.'** Didalam Alquran QS. An-nur: 31 Allah swt berfirman:

OIINVRNERNY IOIIRNE  ¢x3OROLHOD o0
T & ¢xv ANOAG® 2o 2 HeMEr IR0 W
OIRY. = ¢V ORw

Artinya: Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan

yang mereka sembunyikan.

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena
menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga

akan menimbukkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika

18Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah,
hal 103-122.

19Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi,
I’lamul Mugi’in, (islamic book) jilid 5, hal 497.
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dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa
menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun

dilarang oleh Allah swt.1?

Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat
menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh
hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulamaadalah bahwa
setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan
kedua sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari
perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang

mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya.

Sebaliknya, jika natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong
kepadanya juga buruk, karena dilarang. Selain itu, terdapat kaidah fighiyyah yang
dapat dijadikan dasar sadd dzari’ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai

petunjuk (dalil), yaitu:

oAl e Al all 5 ISl aial 13
Artinya: Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram

mengalahkan yang halal *

Sadd adz-dzari’ah pun bisa disandarkan kepada kaidah ini, karena
dalam sadd adz-dzari’ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga

keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan,
maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan
kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu
perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan

tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal,

120 \Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-I-figh, hal 109.
121Apdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, Al Asybah Wa-I-Nadzair, (Islamic book, 2010),
hal 68.
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maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang
bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan
pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara
tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah

ditetapkan”.'??

Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, lbnu

Qayyim membagi Dzari’ah kepada empat macam, yaitu:

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan
menimbulkan kerusakan (mafsadah).

2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab),
namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi
sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).

3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak
disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan
pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak
disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya
daripada kebaikan (maslahah) yang diraih.

4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun
terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan

yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.'?

Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi dzari’ah

kepada empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang
pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada
waktu malam,yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari

rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang

122 Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi,
I’lamul Mugi’in, hal 496.

123 Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, hal
496.
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tersebut.sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi
penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan
mendatangkan mafsadah.

2. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau
perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu
dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti
menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual
beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah).
Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak mebawa mafsadah
atau kerusakan.

3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa
kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh,yang
dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur
kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada
penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.

4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena
mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya
kemafsadatan,seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli
kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering
dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan
diantara ulama madzhab. Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah
jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual
beli sudah terpenuhi. Selain itu,dugaan tidak bisa dijadikan dasar
keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu,bentuk dzari’ah
tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik dan Ahmad Ibnu
Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh
praktek jual beli tersebut,yakni menimbulkan riba,dengan demikian

dzari’ah seperti itu tidak dibolehkan.***

Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

124 \Wahbah Zuhayli, Usul Figh Al Islami, hal 885-886.
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1. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi
orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala
tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain
adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang
mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan
orang.

2. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi
jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya
menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar;
atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina
dengan tetangga

3. Sesuatu yang masih diperselisinkan untuk dilarang atau diperbolehkan,
seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina;

dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.*?

3. Pandangan Ulama Tentang Sadd Dzari’ah

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd dzariah sebagai metode dalam
menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa
diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima sepenuhnya,

kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam
menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang

mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An’am ayat 108:

@A A A Lo S B Ux@mOO0M= 22 g
* F oS 8OO JER SR L XS N & HOX J©)
SOOfO6R A Lo BXUxR@OO GO o
A&, 1w OX X IeEN N NOT0 eSO R
& u [mpY You HSM =B W PO NES OIS

LB &R0 FOEEFRO =22 QRHCVRHOPXK

125 Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah, hal 105.



80

FHEHBRONOE® V' RO o CHEBRDIQYO0S
¢S O0>HRO > 6B B -0€eAX@D ROV
EDERD

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas
tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik
pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan
metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa
diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi , misalnya mengembangkan metode ini
dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furug. Begitu pula Imam al Syathibi
yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafagat. Imam Al
qurtubi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada sadd dzarai’ dan
menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya”'?® Diantara contoh yang
dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi sadd Dzari’ah adalah pada perkara bai’

al-ajal, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah berkata: “Dzari’ah
itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya”. Ibnu
Taimiyyah juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup
dzari’ah yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mngharamkannya dan
melarangnya”. Ibnu-l-Qayyim juga mengatakan bahwa: “Bab Sadd Dzari’ah
adalah satu dari seperempat taklif’. Al Zarkasyi juga berkata: “Dzarai’ itu
diterima menurut kami pada Ushul”. Dari semua pendapat tersebut, dapat
dikatakan bahwa ulama Hanabilah memakai sadd dzari’ah sebagaimana ulama
malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan lIbnu Qayyim yang memperluas
pembahasannya tentang sadd Dzari’ah pada kitabnya, I’lamu Mugqi’in li Ibnu

Qayyim dan Majmu’ Fatawa li Ibnu Taimiyyah.

126Tbrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh 1slam ibnu
Taimiyyah, hal 66-68.
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Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam
menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Kelompok ini
menolak sadd adz-dzari’ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu,

namun menggunakannya pada kasus- kasus yang lain.

Contoh kasus penggunaan sadd adz-dzari’ah adalah tentang wanita yang
masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk
berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang
mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki.
Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu
merupakan sadd adz-dzari’ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan,

yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.**

Sementara itu, Imam Syafi’i menggunakan sadd dzari’ah pada
kitabnya “Al-Umm” dan menolak menggunakan (meniadakan) sadd dzari’ah
pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau
menggunakan sadd adz-dzariah, adalah ketika beliau melarang seseorang
mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan
menjadi sarana (dzari’ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang
dihalalkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu
yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh

diakses oleh siapapun.

Kemudian contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang
sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bil-
ridha. Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i
memakai sadd dzari’ah dengan sangat hati-hati, apabila kemafsadatan yang
akan muncul benar-benar akan tejadi atau sekurang- kurangnya kemungkinan

besar (galabah al-zhan) akan terjadi.

Perbedaan antara Syafi’iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan
Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari’ah

127 Tbrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzarai’, hal, 75-78
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adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah,
dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang
betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut
dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka,
selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukan niat dari perilaku maka
berlaku kaidah:

Laill) g anslalaadl  sal b yrinall 5 Allell) jal sl A yinall

Artinya, “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah
niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-zak hamba adalah lafalnya”.

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa

indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

(Hlaall s BUEIYLY Jlealls jaall

Artinya, “Yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafal dan
bentuk”.

Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran
adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah.
Namun apabila tidak sesuai dnegan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi
yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya
tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang
paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang
menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’, maka
akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara’, maka perbatannya
dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.'?® Selain itu, Imam

Syafi’i menolak sadd dzari’ah dengan alasan bahwa dasar pemikiran saddu

18Andewi Suhartini, Ushul Figih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam
kementerian Agama, 2012), hal 159.
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dzari’ah itu adalah ijtihad bil ra’yi yang tidak diterima oleh syafi’i kecuali giyas.

Alasan yang kedua adalah bahwa syari’ah ditetapkan dengan dzawahir.**

Ulama yang menolak sadd dzari’ah secara mutlak adalah Ulama
Dzahiriyyah. Penolakan itusesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan
hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd adz-dzariah
adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan
dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian,
bagi mereka konsep sadd adz-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak

berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak
metode sadd adz-dzari’ah dalam kitabnya al- lhkam fi Ushul al-ahkam. la
menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap sadd adz-dzari’ah
dalam pembahasan tentang al- ihtiyath,*° penolakan tersebut dikarenakan

beberapa alasan:

1. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan sadd
dzari’ah (hadits nu’man bin basyir) itu dilemahkan dari segi sanad
dan maksud artinya.

2. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda
perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala
didalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala
disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala didalam dan
disekitar padang itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya

kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).

Dasar pemikiran sadd al dzari’ah itu adalah ijtthad dengan berpatokan
kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zahiriyyah menolak secara

mutlak ijtihad dengan ra’yu seperti itu.

129 Su’ud bin mulluh sultan al ‘anzi, Saddu Dzarai’ ‘inda-1- Imam lbnu Qayyim Al
Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfighiyyahh, hal 60.
130Ali bin Ahmad bin Hazm Al Andalusi, Al Ihkam fi Usuli-I-Ahkam, jilid 6, hal 484.
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Hukum syara’ hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al
Qur’an atau dalam Sunnah dan [jma’ ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga
sumber tersebut bukanlah hukum syara’. Dalam hubungannya dengan saddu
dzari’ah dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nas
atau ijma’, hanyalah hukum pokok atau magasid, sedangkan hukum pada wasilah
atau dzari’ah tidak pernah ditetapkan oleh nas atau ijma’. Oleh karena itu, cara

seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah:

EXGTre o HOQWw @ BXOAWA>Dee e @]
FROOAEL BEOEOIE oo REDI€IOTHO e

<R-3-408[R0 XXV o0 <=OmERO
* P oI 7] g AN B-O0€O¢" S HOI0 e

OxCN LA Lo e HEAN®) g - JENNN 0 RISINRICPARRR
BOHE O HN W@ F X Lo S OB =OK ¢§)J€OS A
VNS ¢HAC RECARG oo

“Artinya: dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh
lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram"”, untuk mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.” (QS. Al nahl:116)

Dengan argumentasi diatas, kalangan ulama Zahiriyah dengan tegas
menolak sadd dzari’ah. Akan tetapi, pada dasarnya, Ibnu Hazm sendiri memakai
sadd dzari’ah, beliau juga menuliskan bab pembatalan ihtiyath. Hal ini
bertentangan dengan pendapat beliau pertama, beliau berkata: Bahwasanya setiap
segala sesuatu yang dihukumi dengan berdasarkan tuduhan atau kehati-hatian
yang belum yakin kebenaran perkaranya, atau dengan sesuatu yang ditakutkan
sebagai dzari’ah kepada sesuatu yang belum ada (ragu), maka ia telah enghukumi
dengan dzan (keraguan), dan apabila seseorang menghukumi sesuatu atas dasar
keraguan, maka ia telah menghukumini dengan kebohongan dan kebatilan. Dan
ini tidak diperbolehkan.

Dari ungkapan beliau diatas, dapat diambil kesimpulan jika suatu perkara

itu sudah yakin akan membawa mafsadah, maka diperbolehkan hukumnya
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mengambil dzari’ah tersebut, hal ini sesuai dengan perkara jual beli barang yang
akan dipakai untuk maksiat. Ibnu hazm menghukuminya dengan “haram” karena
akan membawa mafsadah yang pasti, yaitu dipergunakannya barang tersebut
untuk kemaksiatan. Untuk itu, dapat diambil kesimpulan bahwa lbnu hazm sendiri
tidak mengingkari sadd dzari’ah secara mutlak, akan tetapi beliau sangat berhati-

hati dalam mengaplikasikannya
B. Kafa’ah Ditinjau Dari Perspektif Filosofis dan Sosiologis

Kufu’ berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu’
dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam
kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederjat dalam akhlak serta
kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan
sebanding, akan merupakan faktor kebahagian hidup suami isteri dan lebih
menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah

tangga.

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan
dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau
tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah
menurut hukum walaupun tidak sekutu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi
wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadah.
Dengan arti, keduanya boleh membatalkan akad nkah dalam pernikahan itu karena

tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.

Berbicara mengenai sekufu dalam pernikahan, ada nilai-nilai filosofi yang
terkandung didalamnya. Penulis ambil satu contoh tentang sumpit. Seperti yang
kita ketahui sepasang sumpit harus setara. Kedua batang sumpit harus sama
panjangnya dan sama besarnya. Menurut kelaziman, panjangnya 20 cm dan
berbentuk segi empat pada bagian atas dan lingkaran agak tumpul pada bagian
bawah dengan diameter 0,5 cm. Kalau tidak setara, sumpit akan susah digunakan.
Sumpit dianggap sebagai lambang kesetaraan, harmoni, dan kerja sama, sebab

bukankah sumpit hanya bisa dipakai jika terdiri dari dua batang?
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Sekarang penulis gambarkan sumpit ke dalam realitas hidup bersosial.
Masyarakat dimanapun kita berada selalu bersifat majemuk karena unsurnya
terdiri lebih dari satu himpunan/kumpulan/budaya/sifat. Roda kehidupan
berfungsi dengan baik jika semua himpunan bersifat seperti sumpit, yaitu setara
dan dapat bekerja sama secara harmonis. Setiap individu, suku bangsa dan agama-
agama bisa eksis sebelah-menyebelah bila mau setara dan bekerja sama secara

harmonis.

Untuk dapat mempergunakan sumpit dengan baik, tidak cukup hanya
bersama, setara, tetapi juga harus bergerak dalam sebuah harmoni. Jika tidak ada
gerakan yang selaras, sumpit itu tidak akan berguna apa-apa. Begitu juga dalam
berumah tangga, bermasyarakat, berusaha dan bernegara. Tidak ada yang
bisa berjalan untuk tujuan sendiri, tapi ada satu tujuan yang bersama-sama hendak
dicapai, dalam satu visi dan satu misi. Bila tidak bergerak secara harmoni, tentu

selanjutnya akan bisa ditebak ke mana itu akan berakhir.

Kemudian sumpit juga melambangkan kerja sama. Tidak mungkin sumpit
bisa menjepit makanan bila salah satu di antaranya bertindak berlebihan,
mendominasi atau mengabaikan yang lain. Kedua sumpit harus bersatu, bekerja

sama dan saling membantu.

Jiwa filosofi dari sumpit tentang kesetaraan, harmoni, dan kerja sama
merupakan syarat untuk survive. Bayangkan apa jadinya jika dalam suatu rumah
tangga suami-istri saling memusuhi. Tidak akan pernah bisa rumah tangga itu
akan awet dan bahagia. Begitu juga dalam suatu negara, etnik yang satu
membenci etnik yang lain, agama yang satu mencurigai agama yang lain. Tidak
akan bisa negara itu bertahan. Sepasang sumpit merupakan lambang perlunya
kesetaraan, harmoni, dan kerja sama dalam lembaga apa pun, mulai dari keluarga

sampai negara dan bangsa.

Kemudian penulis ambilkan contoh kedua mengenai sekufu dalam
pernikahan sama halnya seperti sepasang sepatu. Dikatakan pasangan terbaik itu

adalah yang seperti sepasang sepatu. Mengapa? Karena bentuknya tidak sama
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persis namun serasi. Pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan dengan berbeda,
namun keduanya serasi dan saling melengkapi. Saat berjalan tidak pernah
kompak, tapi satu tujuan. Saat berjalan, kaki Kiri dan kaki kanan tidak pernah
berbarengan, selalu ada yang di depan atau di belakang. Namun tujuannya selalu
sama atau searah. Inilah pentingnya tujuan bersama dalam rumah tangga, yaitu

untuk membangun keluarga yang bahagia.

Sepatu itu tidak pernah berganti posisi, namun saling melengkapi. Sepatu
kiri tidak pernah bisa dipakai oleh kaki kanan, demikian juga sebaliknya.
Demikian juga dalam hirarki rumah tangga. Pria adalah seorang imam atau
pemimpin. Kalau fungsi ini berubah, bila istri menjadi pemimpin, kehidupan
rumah tangga bisa berantakan. Sementara, wanita adalah penolong. Istri diberi
gugas menjadi penolong bagi suaminya. Dalam banyak hal, si penolong lebih kuat
daripada yang ditolong. Tugas ini dijalankan oleh sang isteri dengan cara memberi
nasihat dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan sikap yang
tepat, serta bila dibutuhkan.

Meskipun berbeda, sepatu kiri sama derajat dan harganya dengan sepatu
kanan. Inilah kesetaraan pria dan wanita dalam berumah tangga. Pria dan wanita
setara karena diciptakan oleh Tuhan sesuai gambarnya. Mereka setara, hanya saja
berbeda fungsinya. Sepatu, bila yang satu hilang, maka yang lain tak memiliki
arti. Pasangan suami-isteri adalah pasangan sehidup semati. Oleh sebab itu janji
pernikahan diucapkan sebagai hidup bersama sampai maut memisahkan.

Kemudian jika dintinjau dari kajian sosiologisnya, kafaah dalam
pernikahan sanagat dibutuhkan. Karena di dalam Islam, suami memiliki fungsi
sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta’atan
dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan
berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya,
atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas

ketaatan kepada suaminya, meski secara pendidikan dan kekayaan misalnya lebih
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tinggi dari suaminya. Dan naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat
ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan ‘biasa’, akan terangkat
derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang
tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya,
citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan
kehidupan keagamaan seorang istri.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fugaha tentang apakah seorang
gadis yang belum pernah kawin tidak mempunyai hak untuk kawin tanpa
persetujuan ayahnya, atau apakah persetujuan si ayah bukan prasyarat bagi
keabsahan perkawinannya.

Akan tetapi, ada hal lain yang sudah pasti dan tidak diperselisihkan lagi,
yaitu apabila si ayah tidak mau memberikan persetujuannya tanpa suatu sebab
yang beralasan maka haknya dicabut, dan terdapat kesepakatan bulat di antara
semua fugaha bahwa dalam keadaan demikian maka si putri sepenuhnya bebas
untuk memilih suaminya. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wanita
menjadi wali, wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon
istri dan mengetahui keridhaannya sebelum diakad nikahkan. Hal ini karena
perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persatuan suami istri, kelanggangan,
keserasian, kenalnya cinta dan persahabatan yang tidaklah akan terwujud apabila
keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Karena itu Islam
melarang kita menikahkan dengan paksa baik gadis maupun janda, dengan pria
yang tidak disenangnya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. la berhak
menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa
tersebut.

Di atas telah disebutkan beberapa faktor yang ditetapkan oleh Fugaha.
Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut
adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga.
Namun keadaan manusia itu tidak selalu sesempurna yang diidealkan dan selalu
saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau

calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila
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faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus
diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang
yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar
daripada yang seagama.

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraisy Syihab di dalam
bukunya, Wawasan Al-Quran, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan
agama antara suami istri seringkali memicu konflik yng mengarah pada
kegagalan. Agama merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam
pernikahan. Bahkan dalam UU No | tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya”.'3!

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya
yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria kafa’ah
oleh semua Mazhab. Penentuan kafa’ah dari segi agama juga bisa dikaitkan
dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut islam secara
garis besarnya adalah:

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup,
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata,
3. Untuk mendapatkan keturunan.

Di samping itu, pernikahan menurut islam juga bertujuan memperluas dan
mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu,
keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan
No. 1/1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian
perkawinan, yakni :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, kafa’ah
dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar

belakang diterapkannya konsep kafa’ah dalam pernikahan bertujuan untuk

131M. Quraish Shihab, Membumikan Al Quran, (Bandung: Mizan Media Utama, 2017), hal.
154
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menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga.
Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri
berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera.
Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor
kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Dan
faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus di utamakan.

C. Analisis Penulis

Sejak zaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan
manusia. Oleh karena itu perkawinan, merupakan masalah yang selalu hangat
dibicarakan di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang
sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya
maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari
perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak
diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan

seksual.

Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih
banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian
materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain
yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka
memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya

mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih
seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula
dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan
hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah: karena penampilan fisik wanita/
pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan

keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.
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Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek
rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek
agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga.
Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah
tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang
sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat
menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam
ilmu figih disebut dengan kafaah. Kafaah sendiri mempunyai arti kesamaan,
serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan
istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Kafaah bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih
menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah
tangga. Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan
sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada
kesekufuan atau tidak di antara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak,
keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak mengenal
perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan
bertagwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran kafaah dalam perkawinan, dengan

alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara.

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rohmah, Islam menganjurkan akan adanya kafaah atau
keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlag,
melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan
yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama

kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya.

Namun, hubungan orang tua dan anak tidak selamanya berjalan sesuai
yang diharapkan. Dalam kondisi ‘kurang’ normal, sikap mendzalimi dan didzalimi

terkadang bisa terjadi. Termasuk diantaranya, dalam hal perwalian nikah. Tak



92

jarang kita jumpai, ada sebagian wali yang enggan menikahkan putrinya, karena
berbagai macam alasan. Kasus semacam ini tidak hanya terjadi di lingkungan Kita,
bahkan telah menjadi fenomena yang mendunia. Syaikh Muhamad Ali Farkus
seorang ulama Al-Jazair menjelaskan tentang keadaan wanita yang tertunda
nikahnya karena sikap walinya. Perlu dipahami, ulama sepakat bahwa wali tidak
memiliki hak untuk melarang orang yang berada di bawah perwaliannya untuk
menikah, tanpa sebab yang diizinkan syariat. Si wali selalu menolak setiap
lamaran orang yang sekufu, baik agama dan akhlaknya, dan siap memberikan
mahar yang setara dengan umumnya wanita. Wali yang melakukan tindakan
demikian maka dia dianggap melakukan tindakan Al- ‘4dhl_. Allah swt berfirman:
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (OS Al Bagarah: 232)
Kemudian si wanita ini berhak untuk mengajukan permasalahannya
kepada hakim (KUA) untuk menikahkannya secara resmi. Karena sikap Al-Adhl
termasuk kedzaliman, dan yang berhak menolak kedzaliman adalah hakim
(KUA). Jika tidak memungkinkan untuk mengajukan masalahnya ke hakim, maka
kerabat dekatnya yang lain bisa menikahkannya dengan lelaki tersebut. Jika
mereka menolak untuk menikahkannya maka wanita tersebut bisa mengajukan

masalahnya kepada imam masjid (Pak Kaum) atau tetangganya yang dia percaya
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untuk menikahkannya. Dan orang yang dipercaya ini, sekaligus menjadi walinya.
Karena kasus semacam ini termasuk bentuk tahkim (meminta keputusan).
Sementara orang yang ditunjuk untuk memutuskan perkara, menggantikan posisi
hakim resmi (KUA).

Di samping itu, manusia sangat membutuhkan untuk pernikahan. Karena
itu, mereka harus memperlakukannya dengan cara sebaik mungkin. Imam Al-
Qurtubhi membawakan keterangan dari Imam Malik tentang wanita yang
kondisinya lemah. Wanita ini boleh dinikahkan oleh orang yang menjadi rujukan
permasalahannya. Karena wanita dalam kondisi semacam ini, tidak
memungkinkan untuk menemui hakim, sehingga statusnya sama dengan orang
yang tidak memiliki hakim. Karena itu, urusannnya dikembalikan kepada kaum
muslimin, sebagai walinya.

Pada kesempatan yang lain, Syaikh Muhamad Ali Farkus juga ditanya
tentang sikap sebagian wali yang tidak mau menikahkan putrinya dengan lelaki
sekufu. Beliau menjelaskan, ada dua latar belakang wali menolak untuk
menikahkan putrinya:

a. Pertama, jika sang wali tidak mau menikahkan putrinya karena
sebab yang diterima secara syariat, seperti, lelaki yang meminang
tidak sekufu, atau karena ada lelaki lain yang lebih statusnya,
agamanya, dan akhlaknya. Dalam keadaan ini, hak perwalian tetap
menjadi miliknya dan tidak berpindah ke yang lain.

b. Kedua, jika pelarangan tersebut mengandung unsur kedzaliman,
mempersempit hak putrinya untuk menikah, seperti; datang lelaki
yang sekufu, baik agama dan akhlaknya, untuk meminangnya,
namun wali melarangnya untuk menikah dengannya, maka dalam
keadaan ini, walinya dianggap melakukan tindakan Al-Adhl dalam
perwaliannya.

Wali ini tidak berhak untuk melakukan pembatasan semacam ini, dan
perbuatan ini hukumnya haram dengan sepakat ulama. Berdasarkan hadis yang
diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, bahwa Ma’qil bin Yasar memiliki

saudara wanita yang menikah dengan seorang lelaki. Kemudian lelaki ini
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menceraikan istrinya, dan tidak rujuk kembali sampai selesai masa iddahnya.
Beberapa hari kemudian, lelaki ini hendak melamar mantan istrinya. Maka Ma’qil
merasa harga dirinya dilecehkan. Diapun berkata: “Lelaki ini membiarkan istrinya
(sampai selesai iddah), padahal dia mampu untuk merujuknya. Kemudian dia
ingin melamar lagi.” Akhirnya Ma’qil menghalangi pernikahan antara adiknya
dengan lelaki tersebut. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya:
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
baik...”

Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ma’qil dan membacakan ayat ini
kepadanya. Ma’qil-pun meninggalkan rasa egonya dan bersedia untuk tunduk
kepada aturan Allah swt.

Sementara pada kondisi orang tua atau wali yang berhak lainnya, tidak
bersedia untuk menikahkan maka hak perwalian langsung berpindah ke hak
perwalian umum yang diwakili dengan hak perwalian hakim (KUA), ketika
permasalahan ini diajukan kepada mereka. Dan perwaliannya tidak berpindah ke
wali berikutya (kerabat dekat lainnya). Karena tindakan Al-Adhl adalah
kedzaliman. Sementara kuasa untuk menghilangkan kedzaliman kembali kepada
hakim.

Kemudian, jika tidak memungkinkan untuk mengajukan permasalahannya
kepada hakim, maka wanita ini dinikahkan oleh wali urutan berikutnya yaitu pada
kerabatnya. Kaidahnya: Orang yang ditunjuk sebagai hakim, statusnya setara
dengan hakim resmi (KUA), sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam As-Syafi’i.
Jika tidak memiliki kerabat yang lain maka dia dinikahkan oleh imam tetap di
daerahnya (Pak Kaum). Jika tidak menemukan juga maka siapapun orang yang
beriman bisa menikahkannya, berdasarkan firman Allah:
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“Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin wanita, sebagian mereka menjadi
wali bagi sebagian yang lain...” (QS. At-Taubah: 71)

Dari analisis di atas maka penulis mengambil kesimpulan, seorang wanita
berhak untuk mengajukan masalah perwaliannya kepada hakim dengan beberapa
syarat:

a. Lelaki yang melamarnya adalah lelaki yang sekufu (setara) dari semua sisi.

b. Lelaki tersebut baik agama dan akhlaknya.

c. Lelaki tersebut memiliki kemampuan secara finansial, sehingga bisa
memberikan mahar dan nafkah sebagaimana umumnya masyarakat.

d. Penolakan yang dilakukan oleh wali karena kedzaliman, dan bukan dalam
rangka memberikan kemaslahatan bagi putrinya.

Keterangan diatas sama sekali bukanlah membolehkan seseorang untuk
menikah tanpa wali atau menikah dengan wali ‘gadungan’. Karena permasalahan
nikah bukanlah masalah yang ringan. Keterangan di atas justru sangat membatasi
bahwa pernikahan harus dilakukan dengan wali. Meskipun perwalian nikah tidak
selamanya ada di tangan orang tua, namun bisa berpindah ke yang lain, dengan
beberapa persyaratan di atas.

Masalah Perwalian juga bisa berpindah ke pihak yang lain, selain kerabat
dan pejabat, jika sudah tidak memungkinkan untuk mengajukan masalah ke KUA.
Selama masih memungkinkan untuk mengajukan masalah ke KUA secara resmi
maka tidak diperkenankan menyerahkan masalah ke orang lain. Serta semua pihak
hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah dan tidak menggampangkan masalah.
Semua ini tidak lain dalam rangka menjaga batasan halal-haram dalam

pernikahan.



BAB V
PENUTUP

C. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab
sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka

terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Seiring perkembangan zaman maka perlu ada penyesuaian terhadap Konsep
kafa’ah sehingga konsep tersebut relevan dan sesuai dengan perkembangan
zaman. Setidaknya ada lima kriteria dalam konsep kafa’ah yaitu agama,
nasab atau keturunan, kekayaan, kesehatan, kemerdekaan. Namun dari
kelima Keriteria tersebut kriteria terakhir sudah tidak relevan lagi diterapkan
pada zaman sekarang. Jadi, hanya ada empat kriteria kafa’ah yang masih
relevan di zaman sekarang guna mewujudkan tujuan utama pernikahan
yakni agama, nasab atau keturunan, kekayaan, dan kesehatan.

2. Dalam prakteknya di lapangan, permintaan mahar ini dianggap sebagai
pemberian yang mutlak, bahkan jika seorang laki-laki yang ingin meminang
seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenubhi
permintaan uang mahar tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanitanya maka akan
semakin tinggi pula uang maharnya. Padahal kedua calon mempelai yang
akan melangsungkan pernikahan tidak mempermasalahkan tinggi atau
rendahnya uang mahar. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa
secepatnya menikah walau dengan uang mahar yang seadanya, calon
mempelai wanita sudah rela. Namun untuk menghindari pergunjingan dan
olok-olokan dari masyarakat, wali atau orang tua dari si mempelai wanita
selalu memberikan nominal uang mahar yang dirasa cukup tinggi dan
memberatkan bagi calon mempelai pria. Sementara dalam pernikahan,
kriteria konsep kafa’ah tidak harus semua kriteria harus baik karena hal itu

(semua kriteria kafa’ah harus baik) tidaklah mungkin dilaksanakan, oleh

95



96

karena itu kekurangan dalam satu kriteria dapat di tutupi dengan kriteria
yang lain.

3. Berdasarakan tinjauan sadd dzari’ah bahwa menolak lelaki yang sudah
sekufu dengan calon istrinya adalah haram dan tidak relevan untuk
diaplikasikan pada saat sekarang ini. Menikahkan seorang lelaki dengan
wanita yang sudah sekufu haruslah disegerakan. Karena jika tidak
disegerakan maka yang terjadi adalah fitnah dan dapat menimbulkan

kerusakan yang besar dimuka bumi ini. Hal ini sejalan dengan kaidah:
A Ll s e 2380 anliall 250
“Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan .

D. Saran

Dari pembahasan tersebut penyusun mencoba meberikan masukan serta

saran-saran, yakni:

1. Kepada para aparat pemerintahan yang membidangi bagian ibadah, baik itu
Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun MUI,
hendaknya dapat memberikan sosialisasi pemahaman agama yang lebih
intensive kepada masyarakat Islam di Kota Tebing Tinggi agar tidak terjadi
kesalahan dalam melaksanakan ibadah khusunya dalam hal pernikahan.

2. Kepada masyarakat Islam di Kota Tebing Tinggi, hendaknya lebih
mendalami pemahaman agamanya dengan belajar kepada para alim ulama,
agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT
khususnya ibadah pernikahan.

3. Dalam sebuah pernikahan bukan hanya suami dan isteri saja yang terlibat,
namun juga keluarga dari masing-masing pihak dengan kata lain
menggabungkan dua keluarga (dari keluarga pihak suami dan keluarga
pihak isteri) menjadi satu. Oleh sebab itu, perlu adanya kesetaraan agar
dalam membina rumah tangga tidak berat sebelah sehingga tidak ada
diskriminasi baik suami maupun isteri dan keluarga baik dari pihak suami

maupun dari pihak isteri.
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